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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kita tujukan kepada Allah SWT, yang atas
RahmatNya jualah kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat
Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang menjabarkan pencapaian serta hambatan dalam pelaksanaan
program kerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2022.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

Atas dasar itulah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat
Kabupaten Tapin yang memuat Penjelasan Umum Organisasi, Perjanjian Kinerja dan Capaian
Kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun
Anggaran 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin

Tahun 2022 ini kiranya dapat dijadikan acuan penilaian atas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin
dan selanjutnya mengharapkan masukan dan kritik atas kelemahan dan kekurangan yang ada.
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Bab I Pendahuluan

BAB |
PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian
ditetapkanlah Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Bahwa dengan telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin
Nomor 39 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin ditetapkanlah
Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

Inspektorat ~ merupakan  unsur  pengawas  penyelenggaraan
pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam
melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembatuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat
menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa
dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. Pelaksanaan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP)
daerah;

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 1



Bab I Pendahuluan

3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi
penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah tanpa
menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Selatan
sebagai wakil Pemerintah Pusat;

5. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good

governance, clean government dan pelayanan publik;

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrsi;

© © N o

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan;

b. Subbagian Analisa dan Evaluasi; dan

c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
. Inspektorat Pembantu Wilayah I1;

2
3
4. Inspektorat Pembantu Wilayah 11,
5. Inspektorat Pembantu Wilayah 1V;

6. Inspektorat Pembantu Investigasi; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah PNS Menurut Tingkat Jabatan/ Eselonering Keadaan Desember 2022

No. Eselon Jumlah (PNS)
1. Eselon 1l 1
2. Eselon 111 6
3. Eselon IV 3
4, JabatanP2UPD 10
5. Jabatan Fungsional Auditor 16
6. Non Eselon/staf/Pelaksana 4
JML 40
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Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

I INSPEKTUR

SEKRETARIAT

SUBBAG SUBBAG IABATAN
PERENCANAAN ADMINISTRASI UMUIN FUNGSIONAL
DAN KEUANGAN

INSPEKTUR PEMBANTU ilNNJ'IK[lIH PEMBANTU | |II\NF‘[¥.T-.IR PEMBANTU ‘ 1-N$I"1-H!JF| PEMBANTU | INSPEKTUR PEMBANTL

WILAYAH IV

IABATAN JABATAN IABATAN IABATAN IABATAN
FUNGSIORAL FLINGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

WILAYAH | WILAYAH [I WILAYAH Wi INVESTHGAS!

B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari
berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Adapun
permasalahan yang dihadapi tersebut adalah:
1. Penegakan hukum pengawasan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti

sesuai ketentuan
2. Reformasi birokrasi pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik
3. Tuntutan pemangku kepentingan terhadap pemeriksaan Inspektorat
4. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah
C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan
serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan
peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Tujuan
evaluasi implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan
kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi Sangat
tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan
Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi dengan
mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah

memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 3



Bab I Pendahuluan

implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan
implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
periode sebelumnya.
Berikut dapat dilihat hasil tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP
Inspektorat Tahun 2021:
Tabel 1.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

No Saran/ Rekomendasi Tindak Lanjut

1 2 3

1 | Pengukuran Kinerja agar | Telah ditindaklanjuti  Pengukuran
memanfaatkan teknologi informasi | Kinerja melalui aplikasi esakip V2
(Aplikasi)

2 | Pengukuran Kkinerja agar menjadi | Akan dilaksanakan evaluasi terhadap
dasar dalam | laporan kinerja dan budaya Kkinerja
penempatan/penghapusan  jabatan | organisasi
baik struktural maupun fungsional

3 | Informasi dalam laporan kinerja Akan menjadikan pengukuran Kinerja
agar dapat mempengaruhi sebagai dasar dalam
perubahan budaya kinerja organisasi | penempatan/penghapusan jabatan

baik struktural maupun fungsional

4 | Evaluasi akuntabilitas kinerja Akan membangun sistem informasi
internal agar dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja
menggunakan teknologi informasi
(Aplikasi)

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 adalah
sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi
dan peran strategis Inspektorat serta tindaklanjut hasil evaluasi APIP TA
2021
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Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab 111 Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya
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BAB 11

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Inspektorat Kabupaten Tapin dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan Kkinerja berupa rencana
jangka panjang lima tahunan, serta rencana jangka pendek setiap tahun.
Penyusunan rencana jangka panjang diarahkan untuk mencapai Visi, Misi,
tujuan dan sasaran organisasi yang disajikan dalam bentuk rencana strategis
SKPD (Renstra SKPD) sebagaimana diamanatkan oleh Undang — Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tapin
Tujuan:

“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”
Dengan indikator Tujuan:
1. Nilai SAKIP (Predikat)

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (Predikat)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya Meningkatkan pelaksanaan | Menetapkan kebijakan peraturan
akuntabilitas keuangan dan | pengawasan (Pemeriksaan, | prosedur dan mengawasi
Pemerintah Daerah Reviu, Evaluasi  dan | pelaksanaannya

Monitoring)
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Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan pemahaman
SKPD
akuntabilitas keuangan dan

tentang

kinerja pemerintah daerah

Menerapkan sistem akuntabilitas
keuangan dan Kkinerja pemerintah
daerah mulai dari perencanaan

hingga pelaporan secara konsisten

Peningkatan

profesionalisme APIP

Memberdayakan APIP

terhadap akuntabilitas

keuangan dan  Kkinerja

pemerintah daerah
Meningkatnya integritas | Pengoptimalan Mengoptimalkan koordinasi
dan pelaksanaan Reformasi | pelaksanaaan koordinasi, | pengawasan  tingkat  daerah,
Birokrasi singkronisasi dan | provinsi mau pun pusat

sinegritas dengan instansi

terkait

Meningkatkan pemahaman | Mengoptimalkan koordinasi

SKPD tentang integritas | pengawasan  tingkat  daerah

dan pelaksanaan reformasi

birokrasi

provinsi mau pun pusat

Peningkatan
APIP

dan

profesionalisme
terhadap integritas
pelaksanaan reformasi

birokrasi

Memberdayakan APIP

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan
ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten
Tapin. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan
sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis.
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan indikator
kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang
menunjukkan peran utama Inspektorat Kabupaten Tapin dalam pengawas

penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
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Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan

sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 IKU Inspektorat

Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas keuangan | Opini  Audit Eksternal atas laporan

dan Pemerintah Daerah keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin

Persentase entitas yang diperiksa tidak
terdapat temuan materiil

Predikat SAKIP Pemerintah  Daerah
Kabupaten Tapin

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin

Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat

Meningkatnya integritas dan | Capaian nilai Monitoring Center for

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Prevention (MCP) dari KPK

Jumlah Unit kerja yang mendapatkan
predikat minimal WBK

Capaian nilai area penguatan pengawasan

penilaian Reformasi Birokrasi

Kemudian penjelasan mengenai makna indikator dan cara
perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel. 2.2 Makna Indikator dan cara perhitungannya

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama | Formula Perhitungan/Penjelasan Sumber
Data

1 2 3 4

Meningkatnya akuntabilitas | Opini Audit Eksternal atas | Opini WTP yang diberikan Audit | LHP  Audit
keuangan  dan  Kinerja | Laporan Keuangan | Eksternal terhadap Laporan | Eksternal
pemerintah daerah Pemerintah Daerah | Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Tapin

Persentase entitas yang | Jumlah entitas yang diperiksa tidak | LHP  Audit
diperiksa tidak terdapat | terdapat temuan materiil dibagi | Eksternal
temuan Materiil jumlah entitas yang diperiksa dikali
100%
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Predikat SAKIP | Hasil Evaluasi SAKIP Menpan RB | LHE SAKIP
Pemerintah Daerah MENPANR
Kabupaten Tapin B
Nilai ~ Maturitas  SPIP | Hasil QA BPKP Laporan
Pemerintah Daerah Hasil QA
Kabupaten Tapin BPKP
Niali Kapabilitas APIP | Hasil QA BPKP Laporan
Inspektorat Hasil QA
BPKP
Meningkatnya Integritas dan | Capaian nilai Monitoring Nilai capaian MCP KPK Hasil
Pelaksanaan Reformasi Center for Prevention Penilaian
Birokrasi (MCP) dari KPK MCP KPK
Jumlah unit kerja yang | Jumlah unit kerja yang | Hasil
mendapatkan predikat | mendapatkan predikat Minimal | Penilaian
Minimal WBK WBK TPN
MENPAN
RB
Capaian nilai area | Hasil Evaluasi RB Menpan RB LHE RB
penguatan pengawasan MENPANR
reformasi birokrasi B

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Tapin telah membuat

perjanjian kinerja yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Perjanjian Kkinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian Kinerja antara lain

adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur Kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.
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Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen

seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja

yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan stakeholder selama tahun
2022, sebagali berikut:

Tabel. 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

No Esselon Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target | Realisasi
1 2 3 4 5 6
1 Esselon 11 Meningkatnya akuntabilitas Opini Audit Eksternal atas laporan WTP WTP
keuangan dan Pemerintah keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin
Daerah Persentase entitas yang diperiksa tidak 100% 95.55%
terdapat temuan materiil
Predikat SAKIP Pemerintah Daerah BB B
Kabupaten Tapin
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah | Level 3 | Level 3
Kabupaten Tapin
Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Level 3 | Level 2
Meningkatnya integritas dan Capaian nilai Monitoring Center for 95 85,18
pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Prevention (MCP) dari KPK
Jumlah Unit kerja yang mendapatkan 11 0
predikat minimal WBK
Capaian nilai area penguatan 23 1.47
pengawasan penilaian Reformasi
Birokrasi
No Essselon Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi
1 2 3 4 5 6
1 Esselon 111 Meningkatnya akuntabilitas | Predikat  hasil  evaluasi  SAKIP BB BB
Sekretaris kinerja Inspektorat Kabupaten | Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal
Tapin BB
Meningkatnya kualitas | Persentase Program Kerja Pengawasan | 100 % 100 %
perencanaan pengawasan | Tahunan yang sudah berbasis resiko
Inspektorat Kabupaten Tapin
sesuai kebijakan pengawasan
Meningkatnya sumber daya | Persentase aparat pengawasan | 100 % 100 %
manusia  pengawasan  yang | fungsional pemerintah yang bersertifikat
kompeten
Meningkatnya pelaksanaan | Persentase = pemenuhan  pengurusan | 100 % 100 %
administrasi kantor Inspektorat | administrasi perkantoran
Kabupaten Tapin
Meningkatnya Penilaian mandiri | Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP | Level3 Level3
Kapabilitas APIP minimal level 3
2 Esselon 111 Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang telah 100% 37,5%
Irban | tindak lanjut hasil pengawasan ditindaklanjuti di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah |
Meningkatnya akuntabilitas Persentase predikat sakip skpd minimal 100% 100%
kinerja SKPD BB di wilayah Inspektur Pembantu
Wilayah |
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi akuntabilitas 100%
tindak lanjut hasil evaluasi kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di
akuntabilitas kinerja SKPD wilayah Inspektur Pembantu Wilayah |
Meningkatnya penerapan SPIP Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD 100% N/A
SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah |
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area Intervensi 100% 100%
Intervensi Reviu Tata Kelola Reviu Tata Kelola Pajak Monev BOS
Pajak Monev BOS dan Tata dan Tata Kelola Keuangan Desa serta
Kelola Keuangan Desa serta Aset Desa
Aset Desa)
10
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Esselon 111 Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang telah 100% 29,62%
Irban 11 tindak lanjut hasil pengawasan ditindaklanjuti di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah 11
Meningkatnya akuntabilitas Persentase predikat sakip skpd minimal 100% 100%
kinerja SKPD BB di wilayah Inspektur Pembantu
Wilayah 11
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi akuntabilitas 100%
tindak lanjut hasil evaluasi kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di
akuntabilitas kinerja SKPD wilayah Inspektur Pembantu Wilayah 11
Meningkatnya penerapan SPIP Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD 100% N/A
SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah II
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area Intervensi Tata 100% 100%
Intervensi Tata Kelola PBJ, Kelola PBJ, Reviu KUAPPAS, Reviu
Reviu KUAPPAS, Reviu Manajemen ASN, Monev BOS dan Tata
Manajemen ASN, Monev BOS Kelola Keuangan Desa, Monev Dana
dan Tata Kelola Keuangan Desa, | Desa serta Aset Desa
Monev Dana Desa serta Aset
Desa)
4 Esselon 111 Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang telah 100% 75%
Irban 111 tindak lanjut hasil pengawasan ditindaklanjuti di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah 111
Meningkatnya akuntabilitas Persentase predikat sakip skpd minimal 100% 66.66%
kinerja SKPD BB di wilayah Inspektur Pembantu
Wilayah 111
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi akuntabilitas 100%
tindak lanjut hasil evaluasi kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di
akuntabilitas kinerja SKPD wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I11
Meningkatnya penerapan SPIP Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD 100% N/A
SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah 111
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area Intervensi 100% 100%
Intervensi Reviu RKPD, Reviu Reviu RKPD, Reviu Tata Kelola
Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan, Reviu
Perizinan, Reviu ASB, HSPK, ASB, HSPK, Monev BOS dan Tata
Monev BOS dan Tata Kelola Kelola Keuangan Desa, Monev Dana
Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa
Desa serta Aset Desa)
5 Esselon 111 Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang telah 100% 57,14%
Irban IV tindak lanjut hasil pengawasan ditindaklanjuti di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah 1V
Meningkatnya akuntabilitas Persentase predikat sakip skpd minimal 100% 66.66%
kinerja SKPD BB di wilayah Inspektur Pembantu
Wilayah IV
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi akuntabilitas 100%
tindak lanjut hasil evaluasi kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di
akuntabilitas kinerja SKPD wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV
Meningkatnya penerapan SPIP Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD 100% N/A
SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah IV
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area Intervensi 100% 100%
Intervensi Reviu SSH, Reviu Reviu SSH, Reviu Tata Kelola BMD
Tata Kelola BMD Monev BOS Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan
dan Tata Kelola Keuangan Desa, | Desa, Monev Dana Desa serta Aset
Monev Dana Desa serta Aset Desa
Desa)
6 Esselon 111 Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang telah 100% T71.77%
Irban tindak lanjut hasil pengawasan ditindaklanjuti di wilayah Inspektur
Investigasi Pembantu Investigasi
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area Intervensi 100% 100%
Intervensi Reviu HPS dan Reviu HPS dan Probity Audit
Probity Audit)
Meningkatnya Pembangunan Jumlah SKPD yang mengusul predikat 3SKPD | 1SKPD
Zona Integritas SKPD WBK hingga TPN
11
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Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi Zona Integritas 100%
tindak lanjut Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti
SKPD
Meningkatnya nilai penguatan Persentase capaian area penguatan 100% 59%
pengawasan reformasi birokrasi pengawasan
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi area 100% 771.77%
tindak lanjut area penguatan pengawasan reformasi birokrasi yang
pengawasan hasil evaluasi ditindaklanjuti
reformasi birokrasi
No Essselon Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi
1 2 3 4 5 6
1 Esselon 1V Meningkatnya kualitas Evaluasi | Persentase ikhtisar  laporan  hasil | 100 % 100 %
Kasubag dan Pelaporan Kegiatan | pengawasan sesuai ketentuan
Analisa dan | Pengawasan Persentase pelaporan tindak lanjut hasil | 100 % 100 %
Evaluasi pengawasan tepat waktu
Persentase Program Kerja Pengawasan | 100 % 100 %
Tahunan yang memiliki Faktor Resiko
Persentase peraturan serta pedoman | 100 % 100 %
penyelenggaraan  pengawasan  yang
sesuai dengan mekanisme pembentukan
produk hukum
Persentase kegiatan koordinasi serta | 100 % 100 %
kerja sama pengawasan dengan APIP
lainnya dan APH sesuai dengan
pedoman perjanjian kerjasama
2 Esselon IV Meningkatnya kualitas | Persentase Indikator kinerja yang smart 100% 100%
Kasubag penyusunan perencanaan dan selaras
Perencanaan Persentase konten dokumen informasi 100% 100%
publik yang tersedia di website
Inspektorat
Persentase laporan monitoring dan 100% 100%
evaluasi kinerja yang tepat waktu
Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat | Minimal 71.35
Kabupaten Tapin 70
3 Esselon 1V Meningkatnya sumber daya | Persentase kelulusan ASN vyang | 100 % 100 %
Kasubag Adm | aparatur yang berkualitas mengikuti peningkatan kapasitas ASN
Umum &
Keuangan Meningkatnya kualitas | Persentase laporan keuangan yang | 100 % 100 %
administrasi keuangan perangkat | disampaikan tepat waktu dan sesuai
daerah standar
Meningkatnya kualitas | Persentase dokumen pelaporan BMD | 100 % 100 %
pelaporan Barang Milik Daerah | sesuai standar dan tepat waktu
(BMD) yang sesuai standar dan
tepat waktu
Meningkatnya kualitas | Indeks kepuasan pelayanan 80 80,3
pelayanan administrasi Umum
Meningkatnya Jumlah | Persentase pernyataan dengan bukti atau | 100 % 100 %
pernyataan  Self  assesment | fakta dokumen yang sesuai memadai

Kapabilitas APIP yang terisi

relevan dan kuat

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan Kinerja yang telah diperjanjikan pada

Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

2022, yang terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut:

Tabel. 2.4 Program dan Anggaran

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAHAN

9.892.217.011

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

12




Bab 11 Perencanaan Kinerja

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.852.381.300
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN 361.808.100
DAN ASISTENSI

Jumlah 13.106.406.411

Tabel. 2.5 Matrik Perencanaan Kinerja Inspektorat Periode 2018-2023

TARGET

NO INDIKATOR

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 | Opini Audit
Eksternal atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin

WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2 | Persentase entitas 100% 100% 100%
yang diperiksa
tidak terdapat

temuan Materiil

Predikat SAKIP
Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin

Minimal
B

Minimal
B

Minimal
B

Minimal
B

Minimal
BB

Minimal
BB

Nilai Maturitas
SPIP Pemerintah
Daerah Kabupaten
Tapin

3

3

3

3

3

4

Nilai Kapabilitas
APIP Inspektorat

Capaian Nilai
Monitoring Center
for Prevention
(MCP) dari KPK

85

90

95

100

Jumlah Unit kerja
yang mendapatkan
predikat Minimal
WBK

10

11

12

Capaian nilai area
penguatan
pengawasan
reformasi
birokrrasi

2.3

2.5
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BAB IlII

AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
A. Pengukuran Kinerja
Kinerja Inspektorat Tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja
yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022. Kinerja tahun 2022
merupakan kinerja tahun keempat Renstra Inspektorat 2018-2023. Secara
rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 74.47% yang
dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil

pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut:

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
) @) 3) (4) () (6)
1 | Meningkatnya Opini Audit Eksternal WTP WTP 100%
akuntabilitas atas laporan keuangan
keuangan dan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Daerah | Tapin

Persentase entitas yang 100% | 95.55% | 95.55%
diperiksa tidak terdapat
temuan materiil

Predikat SAKIP BB B 80%
Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin

Nilai Maturitas SPIP Level 3 | Level 3 100%
Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin

Nilai Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 2 | 66.66%

Inspektorat
2 | Meningkatnya Capaian nilai 95 85,18 89,66%
integritas dan Monitoring Center for
pelaksanaan Prevention (MCP) dari
Reformasi KPK
Birokrasi Jumlah Unit kerja yang 11 0 0%
mendapatkan predikat
minimal WBK
Capaian nilai area 2.3 1.47 63.91%

penguatan pengawasan
penilaian Reformasi
Birokrasi
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penunjang sasaran strategis sebagai berikut:

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program dan kegiatan

No Program/Kegiatan Pagu Realisasi %
1 | Program Penyelenggaraan | 4.805.982.200 | 2.852.381.300 | 59.35
Pengawasan
Penyelenggaraan 3.838.392.200 | 2.125.888.500 | 55.38
Pengawasan Internal
Penyelenggaraan 967.590.000 | 726.492.800 | 75.08
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu
2 | Program Perumusan | 857.752.300 | 361.808.100 | 42.18
Kebijakan Pendampingan
dan Asistensi
Perumusan Kebijakan 57.812.100 18.794.500 | 3251
Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
Pendampingan dan | 799.940.200 | 343.013.600 | 42.88
Asistensi
Kinerja jenjang Eselon 111
Sekretaris
No Essselon Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Esselon 111 Meningkatnya akuntabilitas | Predikat hasil evaluasi SAKIP BB BB 100 %
Sekretaris kinerja Inspektorat Kabupaten | Inspektorat Kabupaten Tapin
Tapin Minimal BB
Meningkatnya kualitas | Persentase Program Kerja | 100 % 100 % 100 %
perencanaan pengawasan | Pengawasan Tahunan yang sudah
Inspektorat Kabupaten Tapin | berbasis resiko
sesuai kebijakan pengawasan
Meningkatnya sumber daya | Persentase aparat pengawasan | 100 % 100 % 100 %
manusia pengawasan yang | fungsional  pemerintah  yang
kompeten bersertifikat
Meningkatnya  pelaksanaan | Persentase pemenuhan | 100 % 100 % 100 %
administrasi kantor | pengurusan administrasi
Inspektorat Kabupaten Tapin | perkantoran
Meningkatnya Penilaian | Hasil penilaian mandiri Level3 Level3 100 %
mandiri Kapabilitas APIP kapabilitas APIP minimal level 3
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Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja didapatkan hasil:

1. Sasaran pertama dengan indikator Predikat hasil evaluasi SAKIP
Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal BB pada tahun 2021 Inspektorat
Kabupaten Tapin telah mendapatkan nilai BB dengan nilai 71,35,
kedepannya Inspektorat Kabupaten Tapin akan terus berupaya
meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin.

2. Sasaran kedua dengan indikator Persentase Program Kerja Pengawasan
Tahunan yang sudah berbasis resiko pada tahun 2022 Inspektorat
Kabupaten Tapin sudah berupaya membuat PKPT berbasis resiko yang
kemudian di realisasikan dengan melaksanakan audit Kinerja sebagai
bagian dari penilaian elemen peningkatan kapabilitas APIP.

3. Sasaran ketiga dengan indikator Persentase aparat pengawasan fungsional
pemerintah yang bersertifikat pada tahun 2022 seluruh jabatan fungsional
pengawas Inspektorat telah memiliki sertifikat sesuai dengan jenjang
jabatan masing-masing.

4. Sasaran keempat dengan indikator Persentase pemenuhan pengurusan
administrasi perkantoran pada tahun 2022 seluruh layanan pengurusan
administrasi perkantoran telah terpenuhi.

5. Sasaran kelima dengan indikator Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP
minimal level 3 pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Tapin telah
melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP dengan hasil level 3

yang kemudian dilanjutkan penilaian oleh BPKP perwakilan Kalsel.

Inspektur Pembantu Wilayah 111,111 dan IV
No Essselon Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Esselon 111 Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang 100% 37,5% 37,5%
Irban | tindak lanjut hasil pengawasan telah ditindaklanjuti di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah |
Meningkatnya akuntabilitas Persentase predikat sakip skpd 100% 100% 100%
kinerja SKPD minimal BB di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah |
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi 100%
tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang
akuntabilitas kinerja SKPD ditindaklanjuti di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah |
Meningkatnya penerapan SPIP Persentase hasil evaluasi SPIP 100% N/A N/A
SKPD SKPD minimal level 3 di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah |
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area Intervensi 100% 100% 100%
Intervensi Reviu Tata Kelola Reviu Tata Kelola Pajak Monev
Pajak Monev BOS dan Tata BOS dan Tata Kelola Keuangan
Kelola Keuangan Desa serta Desa serta Aset Desa
Aset Desa
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Esselon 111 Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang 100% 29,62% | 29,62%
Irban 11 tindak lanjut hasil pengawasan telah ditindaklanjuti di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 11
Meningkatnya akuntabilitas Persentase predikat sakip skpd 100% 100% 100%
kinerja SKPD minimal BB di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah 11
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi 100%
tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang
akuntabilitas kinerja SKPD ditindaklanjuti di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 11
Meningkatnya penerapan SPIP Persentase hasil evaluasi SPIP 100% N/A N/A
SKPD SKPD minimal level 3 di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 11
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area Intervensi 100% 100% 100%
Intervensi Tata Kelola PBJ, Tata Kelola PBJ, Reviu
Reviu KUAPPAS, Reviu KUAPPAS, Reviu Manajemen
Manajemen ASN, Monev BOS ASN, Monev BOS dan Tata Kelola
dan Tata Kelola Keuangan Desa, | Keuangan Desa, Monev Dana
Monev Dana Desa serta Aset Desa serta Aset Desa
Desa)
3 Esselon 111 Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang 100% 75% 75%
Irban 111 tindak lanjut hasil pengawasan telah ditindaklanjuti di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 111
Meningkatnya akuntabilitas Persentase predikat sakip skpd 100% 66.66% | 66.66%
kinerja SKPD minimal BB di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah I11
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi 100%
tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang
akuntabilitas kinerja SKPD ditindaklanjuti di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 111
Meningkatnya penerapan SPIP Persentase hasil evaluasi SPIP 100% N/A N/A
SKPD SKPD minimal level 3 di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 111
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area Intervensi 100% 100% 100%
Intervensi Reviu RKPD, Reviu Reviu RKPD, Reviu Tata Kelola
Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan,
Perizinan, Reviu ASB, HSPK, Reviu ASB, HSPK, Monev BOS
Monev BOS dan Tata Kelola dan Tata Kelola Keuangan Desa,
Keuangan Desa, Monev Dana Monev Dana Desa serta Aset Desa
Desa serta Aset Desa)
4 Esselon 111 Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang 100% 57,14% | 57,14%
Irban IV tindak lanjut hasil pengawasan telah ditindaklanjuti di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 1V
Meningkatnya akuntabilitas Persentase predikat sakip skpd 100% 66.66% | 66.66%
kinerja SKPD minimal BB di wilayah Inspektur
Pembantu Wilayah IV
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi 100%
tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang
akuntabilitas kinerja SKPD ditindaklanjuti di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 1V
Meningkatnya penerapan SPIP Persentase hasil evaluasi SPIP 100% N/A N/A
SKPD SKPD minimal level 3 di wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 1V
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area Intervensi 100% 100% 100%
Intervensi Reviu SSH, Reviu Reviu SSH, Reviu Tata Kelola
Tata Kelola BMD Monev BOS BMD Monev BOS dan Tata Kelola
dan Tata Kelola Keuangan Desa, | Keuangan Desa, Monev Dana
Monev Dana Desa serta Aset Desa serta Aset Desa
Desa)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja didapatkan hasil:

1. Sasaran pertama dengan indikator Persentase hasil pengawasan yang telah

ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah 111,111 dan 1V,

hasil rekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan adalah sebagai berikut
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Inspektur Pembantu Wilayah 1 37,5%, Inspektur Pembantu Wilayah 11
29,62%, Inspektur Pembantu Wilayah 111 75% dan Inspektur Pembantu
Wilayah 1V 57,14%.

2. Sasaran kedua dengan indikator Persentase predikat sakip skpd minimal

BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah 1,I1,111 dan IV pada tahun
2022 inspektorat telah melaksanakan evaluasi akuntabiltas kinerja instansi
pemerintah 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan hasil
sebanyak 12 SKPD sample dimana berdasarkan hasil evaluasi ada 2
SKPD yang mendapat predikat B dan 10 SKPD mendapatkan predikat BB
diman 2 SKPD yang mendapat predikat B di Inspektorat pembantu
wilayah 111 dan IV.

3. Sasaran ketiga dengan indikator Persentase hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu

Wilayah 111111 dan 1V, untuk hasil evaluasi 2021 Inspektur Pembantu
Wilayah 1,11,111 dan 1V belum melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi
SAKIP.

4. Sasaran keempat dengan indikator Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD
minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah 111,111 dan 1V,
untuk tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Tapin telah melaksanakan
penjaminan kualitas SPIP terintegrasi, karena untuk tahun 2022
menggunakan format baru penilaian SPIP sehingga tidak dapat dilakukan
pengukuran menggunakan indikator ini.

5. Sasaran kelima dengan indikator Persentase capaian Area Intervensi MCP
KPK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah 11,111 dan IV, pada tahun
2022 seluruh kegiatan pencapaian MCP KPK telah dilaksanakan.

Inspektur Pembantu Investigasi

No Essselon Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 | Esselon Il Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil pengawasan yang 100% T1.77% | 77.77%
Irban tindak lanjut hasil pengawasan telah ditindaklanjuti di wilayah
Investigasi Inspektur Pembantu Investigasi
Meningkatnya MCP KPK (Area | Persentase capaian Area 100% 100% 100%
Intervensi Reviu HPS dan Intervensi Reviu HPS dan Probity
Probity Audit) Audit
Meningkatnya Pembangunan Jumlah SKPD yang mengusulkan | 3SKPD | 1SKPD | 33.33%
Zona Integritas SKPD predikat WBK hingga TPN
Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi Zona 100%
tindak lanjut Zona Integritas Integritas SKPD yang
SKPD ditindaklanjuti
Meningkatnya nilai penguatan Persentase capaian area 100% 59% 59%
pengawasan reformasi birokrasi | penguatan pengawasan
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Meningkatnya penyelesaian Persentase hasil evaluasi area 100% T1.77% | 77.77%
tindak lanjut area penguatan pengawasan reformasi birokrasi

pengawasan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti

reformasi birokrasi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja didapatkan hasil:

1. Sasaran pertama dengan indikator Persentase hasil pengawasan yang telah
ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi pada tahun
2022 hasil rekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 77.77%

2. Sasaran kedua dengan indikator Persentase capaian Area Intervensi Reviu
HPS dan Probity Audit pada tahun 2022 Inspektur Pembantu Investigasi
telah melaksanakan Reviu HPS dan Probity Audit.

3. Sasaran ketiga dengan indikator Jumlah SKPD yang mengusul predikat
WBK hingga TPN, pada tahun 2022 hanya 1 SKPD yang berhasil
mencapai Tim Penilai Nasional.

4. Sasaran keempat dengan indikator Persentase hasil evaluasi Zona
Integritas SKPD yang ditindaklanjuti, pada tahun 2022 Inspektur
Pembantu Investigasi belum melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi Zona Integritas.

5. Sasaran kelima dengan indikator Persentase capaian area penguatan
pengawasan, pada tahun 2022 hasil evaluasi mandiri terhadap area
penguatan pengawasan sebesar 59%.

6. Sasaran keenam dengan indikator Persentase hasil evaluasi area
pengawasan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti, berdasarkan hasil
tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi sebanyak 77.77% telah
ditindaklanjuti.

Kasubag Analisa dan Evaluasi

No Essselon Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Esselon Meningkatnya  kualitas | Persentase ikhtisar  laporan  hasil | 100 % 100 % 100 %
v Evaluasi dan Pelaporan | pengawasan sesuai ketentuan
Kasubag Kegiatan Pengawasan Persentase pelaporan tindak lanjut hasil | 100 % 100 % 100 %
Analisa pengawasan tepat waktu
dan Persentase Program Kerja Pengawasan | 100 % 100 % 100 %
Evaluasi Tahunan yang memiliki Faktor Resiko

Persentase peraturan serta pedoman | 100 % 100 % 100 %
penyelenggaraan  pengawasan  yang
sesuai dengan mekanisme pembentukan
produk hukum

Persentase kegiatan koordinasi serta | 100 % 100 % 100 %
kerja sama pengawasan dengan APIP
lainnya dan APH sesuai dengan
pedoman perjanjian kerjasama
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Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja Meningkatnya

kualitas Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan didapatkan hasil:

1. Indikator Persentase ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan,
pada tahun 2022 telah dibuat ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai
dengan PermenpanRB No 42 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan
penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern
pemerintah.

2. Indikator Persentase pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan tepat
waktu, laporan tindak lanjut hasil pengawasan dibuat berdasarkan surat
tugas tim yang bersangkutan dengan capaian 100%

3. Indikator Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang memiliki
Faktor Resiko, kasubag Analisa dan Evaluasi telah memperhitungkan
faktor risiko dalam PKPT sebagai keperluan penilaian kapabilitas APIP
dan pelaksanaan audit kinerja.

4. Indikator Persentase peraturan serta pedoman penyelenggaraan
pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum,
proses pembentukan produk hukum telah mengukuti prosedur baik
internal maupun dari bagian hukum setda Kabupaten Tapin.

5. Indikator Persentase kegiatan koordinasi serta kerja sama pengawasan
dengan APIP lainnya dan APH sesuai dengan pedoman perjanjian
kerjasama, kasubag Analisa dan Evaluasi telah melaksanakan kerjasama
pengawasan dengan APH bersama Irban Investigasi dan koordinasi baik
dengan BPK, BPKP dan APIP Provinsi masalah pengawasan maupun
jadwal kegiatan pengawasan.

Kasubag Perencanaan

No Essselon Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Esselon IV Meningkatnya kualitas | Persentase Indikator kinerja 100% 100% 100%
Kasubag penyusunan yang smart dan selaras
Perencanaan | perencanaan Persentase konten dokumen 100% 100% 100%
informasi publik yang
tersedia di website
Inspektorat
Persentase laporan 100% 100% 100%
monitoring  dan  evaluasi
kinerja yang tepat waktu
Nilai hasil evaluasi SAKIP | Minimal 70 71.35 101.92%
Inspektorat Kabupaten Tapin
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Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja Meningkatnya

kualitas penyusunan perencanaan didapatkan hasil:

1. Indikator Persentase Indikator kinerja yang smart dan selaras, berdasarkan
hasil evaluasi sakip belum ada perubahan terhadap indikator kinerja.

2. Indikator Persentase konten dokumen informasi publik yang tersedia di
website Inspektorat, konten dokumen informasi publik telah di upload di
website Inspektorat.

3. Indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat
waktu, laporan monitoring dan evaluasi Kinerja telah dilaporkan tepat
waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan

4. Indikator Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin, Nilai
hasil evaluasi SAKIP Inspektorat mendapat predikat BB dengan nilai

71.35 inspektorat akan terus berupaya meningkatkan nilai akuntabilitas

sakip kedepan.
Kasubag Adm Umum & Keuangan
No Essselon Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 | Esselon IV Meningkatnya sumber daya | Persentase kelulusan ASN yang | 100 % 100 % 100 %
Kasubag Adm | aparatur yang berkualitas mengikuti peningkatan kapasitas
Umum & ASN
Keuangan Meningkatnya kualitas | Persentase laporan keuangan | 100 % 100 % 100 %
administrasi keuangan | yang disampaikan tepat waktu
perangkat daerah dan sesuai standar
Meningkatnya kualitas | Persentase dokumen pelaporan | 100 % 100 % 100 %
pelaporan  Barang  Milik | BMD sesuai standar dan tepat
Daerah (BMD) yang sesuai | waktu
standar dan tepat waktu
Meningkatnya kualitas | Indeks kepuasan pelayanan 80 80,3 100,37%
pelayanan administrasi
Umum
Meningkatnya Jumlah | Persentase pernyataan dengan | 100 % 100 % 100 %
pernyataan Self assesment | bukti atau fakta dokumen yang
Kapabilitas APIP yang terisi sesuai memadai relevan dan kuat

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja didapatkan hasil:

1. Sasaran pertama dengan indikator Persentase kelulusan ASN yang
mengikuti peningkatan kapasitas ASN, ASN inspektorat mengikuti
peningkatan kapasitas sesuai jadwal diklat yang sudah direncanakan.

2. Sasaran kedua dengan indikator Persentase laporan keuangan yang
disampaikan tepat waktu dan sesuai standar, laporan keuangan telah
disampaikan sesuai waktu yang ditentukan.

3. Sasaran ketiga dengan indikator Persentase dokumen pelaporan BMD
sesuai standar dan tepat waktu, laporan BMD telah disampaikan sesuai

waktu yang ditentukan.
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4. Sasaran keempat dengan indikator Indeks kepuasan pelayanan, pada tahun

2022 berdasarkan hasil survei didapatkan nilai 80,3

5. Sasaran kelima dengan indikator Persentase pernyataan dengan bukti atau
fakta dokumen yang sesuai memadai relevan dan kuat, pada tahun 2022
telah dilakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP dengan hasil level 3.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas

keuangan dan Pemerintah Daerah

Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Tapin

Opini Audit Eksternal yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah Opini

BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin. Opini BPK atas

Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria yakni:

1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)

3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan

4) Efektivitas sistem pengendalian intern

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK),

yakni:

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan
diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang

bebas dari salah saji material;
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2) WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTPDPP). Opini WTP DPP
dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan

suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak
mempengaruhi pendapat waja rtanpa pengecualian atas laporannya;

3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan
jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah
saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi
pengecualian;

4) Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan
mengandung salah saji material, atau dengan kata
lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;

5) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Opini ini oleh sebagian
akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi
jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada
opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor
tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau
tidak.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Tapin oleh BPK RI.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang

mendukung angka angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional

Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan

keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 13.A/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal

19 Mei 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, yang

merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan

bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapin telah sesuai

SAP, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan

sertasistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 23



Akuntabilitas Kinerja InspeRtorat Kabupaten Tapin

terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh 8 (delapan) tahun
secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2021.

Analisis ketercapaian sasaran inspektorat:
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Capaian 2022

M Target 2022 W Realisasi 2022

Dengan diberikannya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin TA 2021 maka telah tercapailah target WTP yang telah

ditentukan

Capaian Kinerja Pertahun

WTP WTP WTP WTP WTP

Opini BPK
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Realiasi kinerja sejak tahun 2018-2022 Pemerintah Kabupaten Tapin berhasil

meraih predikat opini WTP sesuai dengan target Renstra Inspektorat
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Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan Pemerintah
Kabupaten Tapin dapat mempertahankan predikat opini WTP

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat sehingga dapat tercapainya
target Opini WTP dari BPK adalah dengan cara melakukan reviu RPIMD
telah sesuai dengan kaidah perencanaana, Reviu dokumen perencanaan
pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, KUA, PPAS, Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) serta reviu laporan keuangan pemerintah daerah
dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada
modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah. Selain itu juga Inspektorat melakukan
pendampingan terhadap tim BPK yang melakukan pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat mengetahui permasalahan yang
terjadi dan membantu dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaaan
BPK.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bersama yakni permasalahan
pengelolaan pajak, khususnya pajak barang dan jasa, diharapkan agar tidak
terjadi lagi temuan yang berulang dari tahun ketahun.

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini juga tidak terlepas dari dukungan
capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
diantaranya sub kegiatan pengawasan keuangan, reviu laporan keuangan,
pengawasan desa, monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 25



ARuntabilitas Kinerja InspeRtorat Kabupaten Tapin

serta kegiatan pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan

penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan
Tujuan Tertentu.

Dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan seluruh
entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 100% raih Opini
Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/Kota

ang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemda

Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil
Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi
penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya,
mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang
meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

Pertimbangan Pemeriksa tentang materialitas merupakan pertimbangan yang
bersifat profesional (professional judgement) dan dipengaruhi oleh persepsi
yang wajar tentang keandalan dan kepercayaan atas laporan keuangan yang
diperiksa. Materialitas mengandung unsur subjektivitas tergantung pada sudut

pandang, waktu, dan kondisi pihak yang berkepentingan.
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Konsep materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam

Pemeriksaan Keuangan. Hasil Pemeriksaan Keuangan mengungkapkan opini
kewajaran suatu laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku
dalam segala hal yang material. Hasil pemeriksaan berupa opini tersebut
diperoleh dari suatu reasonable assurance (keyakinan yang memadai) bahwa
laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Tahun 2022, Inspektorat mendapatkan capaian Kkinerja sebesar 95.55%
capaian tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan) Nomor 13.A/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal 19 Mei
2022 yang menyatakan bahawa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Tapin telah menyajikan secara wajar (semua hal yang material, posisi
keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin tanggal 31 Desember 2021, realisasi
anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021) sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil laporan tersbut sebanyak 2 SKPD
mendapatkan temuan penyetoran sehingga terdapat 43 SKPD yang diperiksa
tidak terdapat temuan materiil dari total 45 SKPD yang diperiksa.

Persenstase Entitas yang tidak terdapat temuan
materiil
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100

98
95,55

Capaian 2022

96
94

92
M Target 2022 M Realisasi 2022

Berdasarkan target 100% yang telah ditentukan capaian indikator ini adalah

95,55% dengan penilaian realisasi kinerja sangat baik
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Persenstase Entitas yang tidak terdapat
temuan materiil
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M Realisasi 2021 ® Realisasi 2022

Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 71,69% dan tahun 2022 adalah sebesar
95,55 sehingga ada kenaikan sebesar 23.86% (untuk tahun 2018-2020 tidak

dilakukan pengukuran karena indikator baru)

Persenstase Entitas yang tidak terdapat
temuan materiil

101
100
99
98
97
9%
95
94
93

100

95,55

Target Akhir Renstra

M Target 2023 M Realisasi 2022

Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan indikator akan
berhasil dicapai.

Faktor penghambat yang menjadikan target kinerja ini adalah masih belum
idealnya jumlah SDM pengawas di Inspektorat Kabupaten Tapin dibanding
dengan cakupan wilayah pengawasan sehingga mengakibatkan tidak dapat
melakukan pengawasan yang optimal terhadap seluruh unit kerja yang ada di
Kabupaten Tapin. Upaya yang telah dilakukan inspektorat untuk memastikan

bahwa pengelolaan keuangan di tiap unit kerja telah bersih dari
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penyimpangan pengelolaan keuangan yang material adalah melakukan
pemeriksaan dengan pola Pengawasan berdasarkan Perencanaan Berbasis
Risiko sehingga pengawasan fokus terhadap entitas yang berisiko tinggi
terhadap penyimpangan, selain itu Inspektorat Kabupaten Tapin juga
melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan investigatif
dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi
penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan sub
kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah.

Untuk mendapatkan data yang akurat Instrumen pendukung capaian Kinerja
yang digunakan untuk mengukur capaian Kinerja indikator Kinerja ini yaitu
Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI. SIPTL
merupakan aplikasi BPK Prov Kalimantan Selatan yang memuat informasi
pengawasan yang dilakukan oleh BPK Prov Kalimantan Selatan. Data obyek
pemeriksaan, jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta

penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.

PORTAL | @ AUDITEE L3I © (R e

2uocmades
Sumber: https://eauditee.bpk.go.id/

Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Evaluasi Implementasi SAKIP
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dilakukan oleh Kementerian PANRB

dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Realisasi Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai Laporan
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 pada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan
NomorB/1164/AA.05/2022 menunjukkan nilai 68,93 dengan kategori nilai “B”
dengan interprestasi “Baik”.

Perkembangan Penerapan Akuntabilitas Kinerja tahun 2019-2020 sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai Bobot Nilai 2022
a. | Perencanaan Kinerja 30 22,80
b. | Pengukuran Kinerja 30 21,45
c. | Pelaporan Kinerja 15 10,43
d. | Evaluasi Internal 25 14,25
Nilai Hasil Evaluasi 100 68,93
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B
Predikat SAKIP Pemda
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Tingkat Akuntabilitas Kinerja

M Target 2022 M Realisasi 2022

Berdasarkan target BB yang telah ditentukan realisasi hasil penilaian
MenpanRB adalah B capaian indikator ini adalah 80% dengan penilaian

realisasi kinerja Tinggi
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Predikat SAKIP Pemda
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Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
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Jika melihat realisasi nilai hasil evaluasi SAKIP Kab Tapin setiap tahun
mengalami kenaikan, untuk nilai 2022 ada penurunan sebesar 0,76 poin dari
nilai 2021. Hal ini dipengaruhi perubahan bobot komponen dan sub
komponen serta kriteria penilaian evaluasi (PermenpanRB No 88 Tahun 2021

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Predikat SAKIP Pemda

150

BB
100 B

N -
0
Target Akhir Renstra

B Target Akhir Renstra 2023 M Realisasi 2022

Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan indikator akan

berhasil tercapai

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

a. Belum optimalnya pemahaman SAKIP di masing-masing perangkat
daerah

b. Kinerja dan indikator kinerja yang ada pada dokumen perencanaan belum
sepenuhnya berorientasi hasil (outcome)

c. Proses penjenjangan pada PK belum diimplementasikan ke dalam sasaran
kinerja pegawai (SKP)

d. Pembuatan cross cuting program lintas perangkat daerah belum optimal

e. Laporan kinerja yang disusun baru sekedar pemenuhan kewajiban analisis
capaian kinerja tidak menggambarkan secara komprehensif penyebab

keberhasilan/kegagalan.
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f. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dapat memberikan tindak lanjut

perbaikan kondisi penerapan SAKIP perangkat daerah

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem

akuntabilitas Kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya:

a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level Bupati s.d. pegawai termasuk
distribusi target kinerjanya secara proposional melalui proses cascading
kinerja.

b. Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas
Kinerja melalui Bimtek dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian
Kinerja, rencana
aksi dan pelaporan kinerja;

c. Peningkatan kualitas Evaluator APIP melalui Bimtek dan pendampingan
dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP baik itu dari Itprov dan
KemenpanRB;

d. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja pertriwulan;

e. Memperkuat sinergi Bagian Organisasi, Bappelitbang dan Inspektorat
serta stakeholder SKPD.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan sub

kegiatan Reviu laporan kinerja.

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin adalah aplikasi
E-SAKIP (esakip.tapinkab.go.id).

Sumber:esakip.tapinkab.go.id
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x ' ENYERAHAI
ASIL EVALUASI SAKIP & R
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Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten Balangan

Kabupaten Banjar

Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Utara

hgs panrb

X "ENYERAHAN

ASIL EVALUASI SAKIP &R
< > 20272 o -3

Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Kotabaru
Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Laut
Kabupaten Tapin

Kota Banjarbaru

Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil evaluasi Sakip dan RB tahun 2022, terdapat 1

pemerintah provinsi berpredikat A, 1 pemerintah kabupaten/kota

berpredikat A, 1 pemerintah kabupaten/kota berpredikat BB, dan
11 pemerintah kabupaten/kota berpredikat B.

Pemerintah Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 11
pemerintah kabupaten/kota berpredikat B

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

Untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik
diperlukan suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, sistem yang dimaksud adalah Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan penjelasan yang
terdapat di PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
bahwa yang dimaksud dengan SPIP adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
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pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/
kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam
mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D, kerangka

maturitas SPIP terdiri dari lima level yaitu:

Level Tingkat Maturitas Interval Score
1 Rintisan (1,0<score<2,0)
2 Berkembang (2,0<score<3,0)
3 Terdefinisi (3,0<score<4,0)
4 Terkelola dan Terukur (4,0<score<4,5)
5 Optimum (>4,5)

Berdasar surat dari BPKP deputi Bidang pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor: PE.09.03/LHP-440/PW16/3/2022 Tanggal 23
Desember 2022 tentang Hasil evaluasi penilaian mandiri dan penjaminan
kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten

Tapin Tahun 2022 adalah Level 3 terdefinisi dengan skor 3,067 dengan

rincian:
No Fokus Penilaian Hasil PK Hasil Evaluasi Naik/(Turun)
1 | Maturitas 3,733 3,067 (0,666)
Penyelenggaraan SPIP
2 | MRI 3,64 2,80 (0,84)
3 | IEPK 3,65 2,77 (0,88)
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Realisasi Nilai Maturitas SPIP Pemda
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Dengan terealisasinya nilai maturitas SPIP Kabupaten Tapin Level 3 maka

tercapailah target level 3 maturitas Pemda.

Realisasi Pertahun nilai maturitas SPIP Pemda
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Nilai Maturitas Pemda
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Nilai maturitas SPIP Pemda yang dikeluarkan oleh BPKP dilaksanakan pada
tahun 2018 dan 2022 untuk tahun 2022 penilaian SPIP menggunakan format
terbaru yaitu SPIP terintegrasi, untuk tahun 2018 nilai maturitas SPIP Pemda
mendapatkan score 3,037 sedangkan untuk tahun 2022 mendapatkan nilai
3,067 ada kenaikan sebesar 0,030 (*tahun 2019-2021 tidak dilakukan

penilaian maturitas oleh BPKP).
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Target akhir renstra nilai maturitas pemda
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Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan indikator akan
berhasil tercapai, pada tahun 2022 karena menggunakan format baru SPIP
terintegrasi untuk nilai SPIP telah mencapai target level 3 akan tetapi untuk
MRI dan IEPK masih berada pada level 2.
Faktor penghambat yang membuat MRI dan IEPK masih berada pada level 2
dalam pencapaian target Kinerja ini adalah:
SPIP
1. Penetapan tujuan
- Indikator sasaran strategis perangkat daerah belum seluruhnya dapat
diukur dan berorientasi hasil
- Target perangkat daerah belum mempertimbangkan capaian tahun lalu
- Sasaran organisasi perangkat daerah tidak terkait dengan sasaran
strategis Pemerintah Daerah
2. Struktur dan proses
- Kebijakan dan pembinaan manajemen risiko belum ada
- Komunikasi dan informasi manajemen risiko belum optimal
- Evaluasi secara berkala, formal dan tersetruktur belum dilakukan
3. Pencapaian tujuan
- Indikator kinerja outcome tidak tepat
- Realisasi kinerja outcome tidak didukung data yang handal
- Beberapa aset tanah belum memiliki sertifikat
- Beberapa aset tanah belum memiliki berita acara pinjam pakai
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Manajemen Risiko

- Kebijakan manajemen resiko masih berupa draft

- Tindak pengendalian belum efektif

- Belum ada manajemen risiko terkait pencegahan dan pengendalian fraud

- Sebagian organisasi perangkat daerah belum mengidentifikasi risiko
strategis dan risiko operasional dalam risk register

IEPK

- Penilaian dan mitigasi risiko fraud belum dilakukan diseluruh perangkat
daerah

- Sosialisasi dan implementasi kebijakan pengendalian korupsi belum
dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten Tapin adalah Memfasilitasi dan mendampingi unit kerja dalam

melakukan penyusunan daftar risiko, melaksanakan analisis risiko, dan

menyusun rencana pengendalian risiko atau Rencana Tindak Pengendalian

(RTP) dan Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja mengenai

pentingnya Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Telah menyusun kebijakan manajemen risiko (Perbup No 28 tahun 2022

tentang Pedoman Pengelolaan Risiko) dan mensosialisasikan kebijakan

pengendalian korupsi (Gratifikasi, WBS dan Benturan Kepentingan), Perbup

No 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan

WABS tindak pidana korupsi, Perbup No 46 tahun 2020 tentang Pedoman

penanganan benturan kepentingan, Perbup No 36 tahun 2021 tentang

Pedoman Pengendalian Gratifikasi serta melakukan sosialisasi fraud control

plan. Melakukan pengamanan aset daerah melalui tim yang dibentuk oleh

BPKAD sertifikasi tanah dan administrasi aset daerah serta melakukan

perbaikan indikator dan target kinerja yang SMART.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan sub

kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Kegiatan pendampingan dan

asistensi dengan sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluai serta

verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Instrumen pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrtasi

telah dikembangkan aplikasi E-SPIP terintegrasi oleh BPKP yang digunakan
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untuk melaksanakan evaluasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas

maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Tapin.

(spipterintegrasi.bpkp.go.id)
Py — - P 2

Penilaian Mardir

B L T s Y e yare P tae o

Sumber:spi“p't:é'rbi’hfégrasi.bpkp.go.id

g T W

Sosialisasi kebijakan pengendalian korupsi dan Bimtek SPIP terintegrasi

it L M TE _
g LA |

Bimtek Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
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Secara nasional hasil capaian maturitas SPIP K/L/Pemda tahun
2022 terdapat 30 K/L/Pemda dengan level maturitas level 1, 172
K/L/Pemda dengan level maturitas level 2, 422 K/L/Pemda dengan

level maturitas >level 3.

Pemerintah Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 422
K/L/Pemda dengan level maturitas >level 3

Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai
dengan peran efektif sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional
masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah dalam hal ini BPKP
yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP
melalui Grand Design peningkatan kapabilitas APIP tahun 2015-2019 telah
menargetkan kapabilitas APIP berada pada Level 3 dari skor Level 1-5 sesuai
kriteria penilaian internasional.

Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria intemasional menggunakan
Internal Audit Capability Model (IACM). Model ini sudah diakui oleh The
Institute of Internal Auditor (IlA) dan dipraktikkan secara internasional.
Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan ke
dalam lima Level, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3
(Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Berdasarkan laporan Nomor: PE.09.03/LHP-384/PW16/6/2022 Tanggal 2
Desember 2022 dari BPKP hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat

Kabupaten Tapin berada di Level 2 sebagai berikut:

NO Elemen Hasil Penilaian Mandiri Hasil Evaluasi
Level |  Skor Level |  Skor

Dukungan Pengawasan (Enabler)

1 Pengelolaan SDM 3 0,54 3 0,54

2 Praktik 3 0,54 2 0,45
Profesional

3 Akuntabilitas dan 3 0,18 3 0,18
Manajemen
Kinerja

4 Budaya dan 3 0,18 3 0,18
Hubungan
Organisasi

5 Struktur Tata 3 0,36 3 0,36
Kelola
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Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)

6 Peran dan layanan 3 1,20 2 1,00

Simpulan Entitas 3,00 3,00 2,00 2,71

Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat
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Dari target yang telah ditentukan Level 3 realisasi indikator ini Inspektorat

baru mencapai Level 2.

Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat
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Realisasi tahun 2019 dan 2022 sama-sama berada di Level 2, untuk tahun
2019 masih menggunakan pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP
Perban BPKP No 16 tahun 2015 sedangkan tahun 2022 sudah mengunakan
Perban BPKP No 8 Tahun 2021 tentang penilaian kapabilitas APIP pada
Kementerian/Lembaga/Pemda dengan skor 2,71 dengan kenaikan sebesar
0,71. (*tahun 2018,2020,2021 tidak dilakukan penilaian kapabilitas APIP
oleh BPKP).
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Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat
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Target akhir renstra

B Target Akhir Renstra 2023 B Realisasi 2022

Dibandingkan dengan target akhir renstra, diproyeksikan indikator akan

berhasil tercapai.

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

a.

Masih belum idealnya komposisi pengawas di lingkungan Inspektorat

Kabupaten Tapin

. Masih kurangnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi

operasional pengawasan intern

Kurang optimalnya reviu dan evaluasi kinerja APIP

. Belum optimalnya penyusunan manajeman risiko pada masing-masing
entitas pengawasan, sehingga pengawasan berbasis risiko belum optimal
terlaksana.

. Belum dilaksanakan kuisioner/ survei kepuasan internal, sehingga belum
dilaksanakan evaluasi pelayanan kepegawaian, keuangan, umum dan
pelayanan irban secara berkala.

Kebijakan/ SOP akses penuh terhadap informasi organisasi, belum
dimiliki Inspektorat.

. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak
manajemen/Stakeholeder.

. Rekomendasi  sebagai hasil pemberian jasa konsultasi belum

didokumentasikan dengan baik.
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Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan level

Kapabilitas APIP antara lain sebagai berikut:

a. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun
2016 yang dilaksanakan BPKP

b. Melaksanakan telaahan sejawat berdasarkan Laporan Hasil Telaahan
Sejawat pada Inspektorat Kabupaten Tapin oleh Inspektorat Hulu Sungai
Tengah Nomor: 700/091/INSP/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan
Laporan Hasil Telaahan Sejawat pada Inspektorat Hulu Sungai Selatan
Nomor 700/009/TS/TIM/INSP/2019 tanggal 2 April 2019 oleh Inspektorat
Kabupaten Tapin. Berdasarkan Laporan Hasil Telaahan Sejawat tersebut
Inspektorat Kabupaten Tapin mendapatkan nilai 65,97 dengan kategori
penilaian Cukup Baik.

c. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan menerapkan praktik profesional
dalam pelaksanaan tugas pengawasan, peningkatan kapasitas
auditor/P2UPD melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan profesi
auditor internal baik lingkup provinsi maupun nasional, membangun
sistem informasi surat menyurat, perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.

d. Senantiasa mendorong efektifitas pengelolaan risiko strategis pemerintah
daerah  melalui  kegiatan  fasilitasi/pendampingan.  Selanjutnya
memanfaatkan register risiko strategis pemda dan OPD untuk
mengembangkan strategi dan rencana pengawasan

e. Memutakhirkan peta auditan dan register risiko OPD sebagai dasar
pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan yang dapat
mengawal pencapaian tujuan strategis pemda.

f. Menyusun rencana aksi atas Area of Improvement yang telah
diidentifikasi.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian

pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

dan Fasilitasi Pengawasan dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis

di Bidang Pengawasan.

Instrumen pendukung penilaian kapabilitas APIP telah dikembangkan

aplikasi PK-APIP olen BPKP yang digunakan untuk melaksanakan penilaian

mandiri kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Tapin.

(apip.bpkp.go.id/newpkapip)
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Secara nasional rincian kapabilitas APIP Pemkab/kota tahun 2022
terdapat 33 APIP Pemkab/kota dengan kapabilitas < level 1, 209
APIP Pemkab/kota dengan kapabilitas level 2 dan 266 APIP
Pemkab/kota dengan kapabilitas > level 3.

APIP Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 209 APIP
Pemkab/kota dengan kapabilitas level 2

Sumber: apip.bpkp.go.id/newpkapip

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya integritas dan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sejatinya dilatarbelakangi
oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan
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untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat

dikelompokan berdasarkan sektor,wilayah atau instansi yang rentan terhadap
korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis
dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya
pencegahan korupsi. Sebagaimana tugas dan fungsi KPK dalam koordinasi
dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana
korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, maka
KPK membentuk MCP di setiap Pemda dengan Inspektorat sebagai
koordinator di setiap daerah.

Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dimaksud dalam
indikator kinerja ini adalah hasil nilai implementasi penguatan upaya anti
korupsi pada tata kelola dengan delapan area intervensi dari KPK vyaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD

Indikator Sublindikator
Standar Satuan Harga (SSH) Penetapan SSH
Implementasi SSH
Analisis Standar Biaya (ASB) Penetapan ASB
Implementasi ASB
Penganggaran APBD Penyampaian Rancangan KUA PPAS

Kesepakatan Rancangan KUA PPAS

Penyerahan RAPBD

Persetujuan DPRD

Publikasi APBD

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Sublndikator

SDM UKPBJ Pokja UKPBJ Permanen

Ketersediaan SDM UKPBJ

Ketersediaan fungsional PBJ

Pelaksanaan Tupoksi Reviu perencanaan PBJ

Vendor Management System

Evaluasi Kegiatan PBJ

Advokasi PBJ

Perangkat Pendukung Kode Etik PBJ
SOP PBJ
TPP Khusus UKPBJ
Penayangan SIRUP % Penayangan SIRUP
Pengendalian dan Pengawasan Reviu HPS
Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ
3. Perizinan
Indikator Sublndikator
Regulasi Regulasi Daerah Mengenai Tata Ruang

Regulasi Pendelegasian Kewenangan Perizinan

Regulasi Daerah tentang Tata Kelola Perizinan

Infrastruktur Perizinan Sistem Perizinan Online Daerah

Lokasi dan Tempat Layanan

Media Publikas

Pengendalian dan Pengawasan Pengawasan

Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Perizinan/ Non Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat
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. Pengawasan APIP

Indikator

Sublndikator

Kapabilitas APIP

Kecukupan SDM

Ketersediaan Anggaran

Penilaian Kapabilitas APIP

Independensi dan Objektivitas APIP

Penjaminan Kualitas Pengawasan

Kegiatan Pengawasan

Kinerja Rutin Pengawasan

Pengawasan Prioritas Nasional

Implementasi Audit Berbasis Risiko

Pengendalian Internal Pemerintah

Evaluasi SPIP

Tingkat Maturitas SPIP

Penanganan Pengaduan

Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan)

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal
dan Eksternal

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pemeriksaan Khusus (Investigasi)

Probity Audit

Reviu Tata Kelola

. Manajemen ASN

Indikator

Sublndikator

Regulasi Manajemen ASN

Perkada Manajemen ASN

SK Kada Manajemen ASN

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian

Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian
Cratifikasi

Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi

Tata Kelola ASN

Evaluasi Jabatan

Tambahan Penghasilan Pegawai

Promosi, Rotasi, Mutasi

Manajemen Kinerja Individu

Penilaian Sistem Merit

Penegakan Kode Etik dan Perlindungan & Pelayanan Pegawai

Pencegahan Jual Beli Jabatan

Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN

Evaluasi Benturan Kepentingan

. Optimalisasi Pajak Daerah

Indikator

Sublndikator

Regulasi Pajak Daerah

Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah

Database Pajak Daerah

Data Potensi Pajak Daerah

Data Tunggakan Pajak Daerah

Inovasi Peningkatan Pajak

Usulan Inovasi Pajak Daerah

Laporan Capaian Hasil Inovasi Pajak Daerah

Penagihan Tunggakan Pajak

Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah

Peningkatan Pajak

Capaian Peningkatan Pajak Daerah

Pengendalian dan Pengawasan

Pemeriksaan Pajak Daerah

Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah

. Pengelolaan BMD

Indikator

Sublndikator

Regulasi BMD

Kelengkapan Regulasi BMD

Penatausahaan BMD

Database BMD

Rekonsiliasi BMD

Inventarisasi BMD

Pengamanan Hukum

Pendanaan dan Pendaftaran Sertifikat BMD

Legalisasi BMD

Penertiban BMD

Penertiban BMD

Pengendalian dan Pengawasan

Pakta Integritas BMD

Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD
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8. Dana Desa
Indikator SublIndikator
Regulasi Regulasi Keuangan Desa
Publikasi Publikasi APBDes
Publikasi Laporan Pertanggungjawaban APBDes
Sistem Keuangan Desa Siskeudes Online
Laporan Konsolidasi Laporan Konsolidasi APB Desa
Pengawasan Audit Keuangan Desa
Database Aset Desa
Mekanisme Pengawasan Masyarakat

Capaian ini diukur dari implementasi rencana aksi terhadap 8 sektor di atas
berdasarkan monitoring Center Prevention (MCP) yang bisa dilihat dari
https://jaga.id/jendela-daerah/program.

Gagwtan MICP Frmids TAPIN

Instrumen pendukung ini adalah sebuah portal informasi publik mengenai
pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK guna mendorong partisipasi,

akuntabilitas, respon dan transparasi dari pemerintah dan masyarakat.

Nilai MCP dari KPK

100
95
95
90
85,18
) -
80

Realisasi 2022
M Target 2022 W Realisasi 2022

Dari target yang telah ditentukan sebesar 95 pada tahun 2022 Nilai MCP dari

KPK mendapatkan nilai 85,18 dengan capaian realisasi kinerja tinggi
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Nilai MCP dari KPK

85,08 85,18

85,06
85,04
85,02
85
85
- -
84,96

Realisasi Nilai MCP pertahun

M Realisasi 2021 M Realisasi 2022

Realisasi tahun 2021 dengan nilai 85 sementara realisasi tahun 2022 sebesar
85,18 ada kenaikan sebesar 0,18 (untuk tahun 2018-2020 tidak dilakukan
pengukuran karena indikator baru)

Nilai MCP dari KPK
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Target Akhir Renstra

M Target Akhir Renstra 2023 M Realisasi 2022

Dibandingkan dengan target akhir Renstra 2023, diproyeksikan indikator

akan berhasil tercapai.

Faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Kinerja:

a. Komitmen bersama pemangku kepentingan dalam upaya memaksimalkan
pelaporan MCP KPK

b. Kurang optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan
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Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan Nilai

MCP antara lain sebagai berikut:

a. Mendorong peran pemangku kepentingan terkait penilaian yang menjadi
tanggungjawabnya dalam pelaporan MCP KPK

b. Meningkatkan kualitas verifikasi validasi data yang dimasukkan dalam
MCP KPK.

c. Koordinasi dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terhadap progres
pelaporan MCP KPK yang menjadi bagian tanggung jawabnya

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, Pendampingan

dan Asistensi dengan sub kegiatan Pengawasan kinerja pemerintah daerah,

pengawasan keuangan pemerintah daerah, reviu laporan kinerja, reviu laporan

keuangan, pengawasan desa dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta

verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
o 0

o b en

Wl | RAUMANIAN SELATM

Capaian MCP Pemda KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan hasil penilaian MCP KPK 2022 dari 13 Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat, 1 Kabupaten/Kota dengan
capaian MCP 50%-75% dan 12 Kabupaten/Kota dengan capaian MCP

75%-100%.

Pemerintah Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 12
Kabupaten/Kota dengan capaian MCP 75%-100%.
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Bimtek pengawasan pengelolaan keudes dan Bimtek Probity Audit

Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi

pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,

penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,

penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan

kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu

dilakukan sebagai berikut.

1. Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi
Reformasi Birokrasi, serta

2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih
fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona
Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2022 berdasarkan laporan evaluasi pembangunan ZI ada tiga SKPD

yang dilakukan penilaian Zona Integritas yaitu: Dinas Penanaman Modal dan
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan penilaian Zona
Integritas terhadap ketiga SKPD tersebut masing-masing mendapatkan nilai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (58,58), Rumah
Sakit Umum Daerah Datu Sanggul (93,88) dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (94,65). Berdasarkan pengumuman dari Kementrian PanRB
No: B/13/PW.03/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Tindak lanjut hasil
seleksi administrasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2022
menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dapat
melanjutkan ke tahap desk evaluasi. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi tahap
kedua Desk Evaluasi Virtual ZI tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Datu
Sanggul belum berhasil mendapatkan predikat WBK.

Unit Kerja yang mendapat predikat WBK

12 1

10

Realisasi 2022

W Target 2022 M Relisasi 2022

Dari 11 unit kerja yang ditargetkan mendapatkan predikat WBK masih belum
ada unit kerja yang mendapatkan predikat WBK

LAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 50



ARuntabilitas Kinerja InspeRtorat Kabupaten Tapin

Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK

= 2021 = 2022

Dari tahun 2021 sejak indikator ini ditetapkan hingga tahun 2022 unit kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin masih belum berhasil
mendapatkan predikat WBK

Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK
14
12
12

10

Target Akhir Renstra

M Target akhir renstra 2023 W Realisasi 2022

Dibandingkan dengan target akhir renstra yakni 12 unit kerja yang

mendapatkan predikat WBK, diproyeksikan untuk indikator ini minimal bisa

mendapatkan 1 unit kerja mendapatkan predikat WBK di akhir periode

Renstra.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

a. Unit kerja yang diusulkan belum cukup memahami definisi dan target
kinerja yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan strategi yang
dilakukan belum sepenuhnya mendukung unit kerja dalam mencapai
kinerja yang lebih baik
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f.

Komitmen dalam membangun zona integritas pada unit kerja belum
sepenuhnya terinternalisasi dengan baik

Inovasi yang dibangun belum cukup memberikan dampak peningkatan
target kinerja yang lebih baik

Unit kerja yang diusulkan belum sepenuhnya menerapkan SPIP dengan
baik yang dapat berdampak negatif terhadap integritas

Implementasi sistem pengawasan hanya bersifat public campaign belum
dilakukan secara sistematis

Tim penilai internal belum optimal dalam membina dan mengawal ZI

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja:

a.

o

h ® o O

g.

Mereviu secara berkala target kinerja

Meningkatkan pemerataan internalisasi ZI

Mendorong unit kerja terus menciptakan inovasi

Membangun penerapan manajemen resiko yang baik
Mengimplementasikan penguatan pengawasan disetiap unit kerja
Memperbaiki dan menyusun strategi komunikasi agar pengguna layanan
merasakan upaya perbaikan layanan

Menguatkan SDM TPI dalam mengawal pembangunan ZI

Untuk mendukung capaian indikator ini di dukungan dengan kegiatan

Pen

dampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan Pendampingan, asistensi,

verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi.

Pen

e

BANG LIHUM

SV W

dampingan kepada RSUD Datu Sanggul ke RSJ Sambang Lihum dalam rangka

mendapatkan predikat WBK
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Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi

Birokrasi
Penguatan pengawasan merupakan bagian dari komponen Indeks RB pada
area 7 (tujuh). Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi
pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini sebagai berikut.
1. Meningkatnya kepatuhan teradap pengelolaan keuangan negara oleh
masing- masing instansi pemerintah.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-
masing instansi pemerintah.
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara
pada masing masing instansi pemerintah.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing
instansi pemerintah.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan
indikator-indikator sebagai berikut: Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan
Masyarakat, Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona
Integritas, Whistle Blowing System dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP).
Salah satu peran Inspektorat dalam mengungkit Indeks RB Pemerintah
Kabupaten Tapin pada komponen penguatan pengawasan. Komponen ini
terdiri dari:
Penguatan Pengendalian Gratifikasi
Optimalisasi Penerapan SPIP

Peningkatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

1
2
3
4. Optimalisasi Whistle-Blowing System
5. Penanganan Benturan Kepentingan

6. Mendorong Unit Kerja Menuju WBK/WBBM

7. Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
Penguatan pengawasan merupakan bagian dari penilaian Evaluasi reformasi
birokrasi yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020

Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
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Nilai area penguatan pengawasan RB
2,5 2,3

1,47

Realisasi 2022

B Target 2022 M Realisasi 2022

Pada tahun 2022, Inspektorat menargetkan jumlah skor penguatan
pengawasan sebesar 2,3, Berdasarkan hasil penilaian mandiri Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin menyebutkan bahwa Skor Penguatan
Pengawasan berhasil mencapai skor 1.47. Dibandingkan dengan target tahun

2022, capaian skor penguatan pengawasan telah mencapai 63.91%.

Nilai area penguatan pengawasan RB

1,8 1,67
1,6
1,4
1,2

0,8
0,6
0,4

0,2
0 I NN —

Realisasi pertahun

2018 m2019 m2020 m2021 m2022

Indikator Kinerja Skor Penguatan Pengawasan merupakan Indikator Kinerja
yang baru mulai diperjanjikan pada tahun 2021, sehingga apabila melihat
perkembangan capaian tahun 2021 dengan Skor Penguatan Pengawasan
sebesar 1.67, terdapat penurunan sebesar 0,20 menjadi 1,47 pada tahun 2022.
Hal ini disebabkan atas hasil rekapitulasi antara unit kerja pemda dan 10 unit
kerja sample (ada SKPD baru) sehingga mengakibatkan adanya beberapa

indikator yang belum terpenuhi.
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Nilai area penguatan pengawasan RB

Target Renstra 2023

B Target Renstra 2023 M Realisasi 2022

Atas capaian ini, Inspektorat akan terus berusaha mengejar target akhir tahun
Renstra 2023 sebesar 2.5.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

a. Belum optimalnya tim RB unit kerja dan kabupaten dalam menjalankan
perannya;

b. Kemampuan asesor RB wunit kerja dan kabupaten masih perlu
ditingkatkan agar tidak terdapat perbedaan persepsi antara asesor dengan
evaluator dalam evaluasi RB

c. Masih belum optimalnya diseluruh jajaran dalam pelaksanaan RB

d. Implementasi penguatan pengawasan belum efektif

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam peningkatan skor penguatan

pengawasan sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim RB

b. Meningkatkan pengetahuan asesor PMPRB dengan narasumber dari
Menpan RB

c. Melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan gratifikasi dan secara
aktif mendorong peran UPG

d. Mendorong kesadaran unit kerja dalam penerapan SPIP

e. Melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat
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f. Membuat kebijakan mengenai Whistle-Blowing System (WBS) dan
benturan kepentingan.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian

pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan

Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan evaluasi SAKIP dan RB

Kegiatan Lintas Sektoral

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah
Pemerintah Kabupaten Tapin yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan
berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi kinerja silang
manajemen kolaboratif lintas sektor merupakan salah satu faktor pendukung
Inspektorat Kabupaten Tapin dalam mencapai target kinerja yang telah

ditentukan, inventarisasi lintas sektor Inspektorat adalah sebagai berikut:

. Kontribusi para pihak CEEICE NG B T2
No _Keglatan Sasaran Manfaat
Lintas Sektor Pihak Kontribusi Output Kelompok
Sasaran
1 Monitoring Inspektorat Koordinator Terselesaikan | SKPD Bagi SKPD:
tindak lanjut tindak lanjut nya  tindak 1. Mendukung
hasil SKPD di | Obyek lanjut pencapaian  kinerja
pemeriksaan lingkungan Pemda | pemeriksaan rekomendasi sasaran meningkatnya
BPK RI dan | Tapin hasil akuntabilitas
APIP BPK/APIP Sebagai pemeriksaan keuangan dan kinerja
pemeriksa  atas | BPK RI dan Pemda
kegiatan pada | APIP 2. Mendukung
Pemda Tapin pencapaian kinerja
Program
Penyelenggaraan
Pengawasan
Bagi kelompok sasaran:
1. Peningkatan SPIP unit
kerja
2. Penurunan  peluang
pelanggaran atas
pelaksanaan kegiatan
di unit kerja
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. Kontribusi para pihak T ENLG TS
No Kegiatan Sasaran Manfaat
Lintas Sektor Pihak Kontribusi Output Kelompok
Sasaran
2 Pengawasan Inspektorat Melakukan Rekomendasi | SKPD Bagi SKPD:
umum/teknis pengawasan untuk | perbaikan 1. Mendukung
memberi atas pencapaian kinerja
keyakinan terbatas | pelaksanaan sasaran meningkatnya
bahwa  program | kegiatan akuntabilitas
kegiatan keuangan dan kinerja
dilaksanakan telah Pemda
sesuai dengan 2. Mendukung
ketentuan  yang pencapaian kinerja
berlaku, serta Program
memberikan Penyelenggaraan
saran/rekomendasi Pengawasan
atas Bagi kelompok sasaran:
ketidaksesuaian 1. Bahan evaluasi
yang terjadi kegiatan/kebijakan
SKPD di | Sebagai obyek
lingkungan Pemda | pemeriksaan
Tapin
3 Penanganan Inspektorat Koordinator Tindak lanjut | SKPD Bagi SKPD:
Penyelesaian Majelis TPTGR Pelaksana penyelesaian 1. Mendukung
Kerugian penyelesaian TPTGR pencapaian kinerja
Daerah TPTGR sasaran meningkatnya
BPK Pemantauan dan akuntabilitas
evaluator keuangan dan kinerja
pelaksanaan Pemda
TPTGR 2. Mendukung
SKPD di | Obyek pencapaian kinerja
lingkungan Pemda | pemantauan Program
Tapin selaku pihak yang Penyelenggaraan
memiliki TPTGR Pengawasan
Masyarakat Obyek Bagi kelompok sasaran:
pemantauan 1. Meningkatkan
selaku pihak yang kepatuhan  terhadap
memiliki TPTGR peraturan - perundang-
undangan
4 Perumusan Inspektorat Koordinator Rencana Stakeholder Bagi SKPD:
kebijakan BPKP/ itien | Sinkronisasi pengawasan terkait 1. Sebagai bahan
teknis di | kemendagri perencanaan tahun masukan  sehingga
bidang pengawasan selanjutnya dalam  perencanaan
pengawasan Inspektorat Pemberi saran dan pengawasa akan
dan fasilitasi | Provinsi masukan serta didapatkan
pengawasan konsolidasi perencanaan yang bisa
pengawasan mengakomodir
kebutuhan-kebutuhan
yang tepat, serta tidak
tumpang tindih
5 Pendampingan | Inspektorat Tim penilai | Hasil evaluasi | SKPD Bagi SKPD:
dan  asistensi internal RB dan | Rbdan ZI 1. Mendukung capaian
urusan A sasaran Pemda: indeks
pemerintahan SKPD di | Sebagai unit kerja Reformasi Birokrasi
daerah lingkungan Pemda
Tapin
KemenpanRB Tim penilai
nasional
6 Satuan  tugas | Inspektorat Selaku penyedia | Pelayanan Unit kerja | Mendukung capaian
Saberpungli dukungan  dana | publik Pemda | pemberi pemda: Nilai eksternal
untuk kegiatan | Tapin bebas | layanan publik | persepsi korupsi
satgas pungli
Saberpungli
Kejaksaaan Pengarah 4 UPP
Satgas
Saberpungli  dan
anngota tim satgas
Kepolisian Pengarah 3, Ketua
Pelaksana,
sekretariat ~ UPP
Satgas
Saberpungli  dan
anngota tim satgas
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Kontribusi para pihak T ENLG TS

No Kegiatan Sasaran Marfaat
Lintas Sektor Pihak Kontribusi Output Kelompok
Sasaran
7 Unit Inspektorat Memfasilitasi Pelaporan ASN/ Mendukung capaian
pengendalian pelaporan gartifikasi ke | penyelenggara | sasaran Pemda: indeks
gratifikasi gratifikasi dari | KPK negara Reformasi Birokrasi

ASN/penyelengga
ra  negara di
lingkungan Pemda
Tapin mulai dari
laporan, verifikasi

awal, sebelum
disampaikan
kepada KPK
untuk
mendapatkan
status  penetapan
status terkait

obyek gratifikasi
yang dilaorkan

ASN/ Obyek pelaksana
Penyelenggara kepatuhan atas
negara gratifikasi

KPK Verifikator

laporan gratifikasi

C. Akuntabilitas Keuangan
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan pengukuran
aspek realisasi anggaran (biaya) sesuai dengan program dan kegiatan per sasaran

strategis, dengan hasil sebagai berikut:

Sasaran . L . Serapan % Efisiensi
No Strategis Indikator Kinerja Capaian Anggaran Anggaran
@) @ ©) (4) ®)
1 Meningkatnya Opini Audit Eksternal atas laporan 100% 59.35%
akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin
keuangan dan Persentase entitas yang diperiksa tidak 95.55%
Pemerintah terdapat temuan materiil
Daerah Predikat SAKIP Pemerintah Daerah 80%
Kabupaten Tapin
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah 100%
Daerah Kabupaten Tapin
Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat 66.66%
2 Meningkatnya Capaian nilai Monitoring Center for 89,54% 42.18%
integritas dan Prevention (MCP) dari KPK
pelaksanaan Jumlah Unit kerja yang mendapatkan 0%
Reformasi predikat minimal WBK
Birokrasi Capaian nilai area penguatan 63.91%
pengawasan penilaian Reformasi
Birokrasi
TOTAL 74.46% 50.77% 23.69%

Sisa anggaran sebesar Rp 2.449.545.100,00 bersumber dari belanja operasional
harian pemeriksaan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan
sasaran strategis tercapai 74.64%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi
belanja sebesar Rp 2.449.545.100,00 atau 23.69%
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BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN
1. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini menyajikan
berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang ditunjukkan
oleh Inspektorat Kabupaten Tapin pada Tahun anggaran 2022. Untuk
mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja

sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No | Interval Nilai Rentang Capaian Kriteria Penilaian Capaian
Kinerja Kinerja
1 91<100 Sangat Baik
2 76 <90 Tinggi
3 66 <75 Sedang
4 51 <65 Rendah
5 <50 Sangat Rendah

Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2 Sasaran
Strategis yang telah ditetapkan hasil capaian keseluruhan kinerja adalah
74,47% dengan kategori Sedang, Inspektorat Kabupaten Tapin telah
menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022.
Ke Dua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan
mengaplikasikan 8 indikator kinerja dan 8 target kinerja. Hasil pengukuran
secara mandiri (self assessment) menginformasikan secara ringkas tingkat
capaian kinerja dari Dua sasaran strategis yang ditetapkan dalam
Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan rincian terdapat 3
indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Baik, 2
indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Tinggi dan 1
indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sedang, 1
indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Rendah, 1
indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat
Rendah.

2. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,
berbagai pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin

memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan
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tahun 2022 ini memang terasa cukup berat dimana pada saat ini

Inspektorat Kabupaten Tapin memiliki jumlah tenaga pengawas yang
masih kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Namun dari itu
semua merupakan suatu tantangan dan menjadi pemicu agar dimasa akan
datang kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin akan semakin baik. sehingga
apa yang menjadi tugas dan fungsi serta peran Inspektorat Kabupaten
Tapin sebagai early warning system atau alat kendali yang dapat
memberikan  peringatan dini  terhadap kemungkinan terjadinya
penyimpangan dan memberikan jaminan kualitas (quality assurance) bagi
penyelenggara pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang
baik (good governance) yang merupakan dambaan dan harapan kita
bersama dapat terwujud.
B. SARAN

1. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerja berupa pedoman/ SOP
yang dapat menjamin ketersediaan data kinerja yang merujuk pada
dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, serta perlunya
dilakukan review/ evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-
masing unit kerja.

2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka
optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Tapin akan ditingkatkan untuk secara proaktif
memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan berbagai
kegiatan yang dilaksanakan.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian
target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih
cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan
kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada
termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran
tahun berjalan.

4. Penetapan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan agar Penetapan kinerja tidak hanya sebatas

untuk pelaporan atau dokumentasi semata serta Menumbuhkan Tata
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Penutup

Kelola data informasi yang berawal dari rasa memiliki dan kepedulian
terhadap Dokumen/Arsip Kinerja di setiap jenjang/tingkatan.

. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan seluruh satuan kerja/
obyek pemeriksaan, aparat pengawas intern maupun dengan aparat
pengawas ekstern akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat
berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.

. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif diperlukan
perancanaan program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta
memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai bahan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahun berikutnya juga memperbaiki pelaksanaan program
dan kegiatan organisasi yang capaian keberhasilannya masih rendah.

. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran Kinerja organisasi pemerintah secara
nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment.

. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang
Sistem  Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya
pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, serta meningkatkan
kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi kinerja atas program

pembangunan.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama - Unda Absori, SH, MH
Jabatan . Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. Arifin Arpan, MM
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama,selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

NIP. 19700722 200501 1 013
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an | Opini Audit Eksternal atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin | W

Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil
Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin
. ~ [Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin
. Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat
Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK

Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal | WBK )
Capaian nilai area Penguatan Pengawasan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran: Keterangan 3
Rp 9.873.620.322,00 A =
Rp 3.289.162.200,00 =
Rp 1.066.714. 000 00




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

JI. Brigiend H. Hasan Baseri No.22 Telp. (0517) 31016 Fax. 31435
RANTAU Kode Pos 71111

ﬂ

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN
NOMOR 700/033-SK/INSP/2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023

INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN,

Menimbang . bahwa dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, perlu dilakukan
Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten
Tapin melalui Penetapan Inspektur Kabupaten Tapin.

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tan$ahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentalg Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20L5 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PANI 11 12008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kineq'a Utama;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2019 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020



KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat
Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud
pada Diktum KESATU merupakan indikator kinerja yang
terukur dan berorientasi pada hasil serta dijadikan acuan
ukuran kinerja pelayanan perangkat daerah selama Tahun
2018-2023, vyang digunakan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Tapin dalam proses penyusunan, penetapan,
dan pelaksanaan :

Perencanaan Strategis Jangka Menengah;
Perencanaan Kinerja Tahunan;

Perjanjian Kinerja Tahunan;

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;

Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan

Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan
Program dan Kegiatan;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Inspektorat Kabupaten Tapin.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

STy AR e

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 26 Oktober 2021
IDNSEEKIUR KABUPATEN TAPIN,

NP IndBA ABSORI, SH, MH
NIP. 19700722 200501 1 013




N INDIKATOR KINERJA UTAMA

IHSI’EKEI‘OR&T KABUPA’I‘EN TAPIN TAHUN 2018 - 2023

birokrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA
UPATEN Tapin
SKPD Inspektorat
TUGAS POKOK Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah
FUNGSI a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasandan fasilitasi
pengawasan
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimatan Selatan
sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau Inspektur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan
Sasaran/ Outcome/ | Indikator Kinerja | Formulasi Sumber Data Penanggungjawab
Kinerja Utama Utama Perhitungan/
Penjelasan
Meningkatnya Opini Audit Eksternal | Opini WTP yang LHP Audit Inspektur
akuntabilitas keuangan | atas Laporan diberikan Audit Eksternal
dan kinerja pemerintah | Keuangan Pemerintah | Eksternal terhadap
daerah Daerah Kabupaten Laporan Pengelolaan
Tapin Keuangan Daerah
Persentase entintas Jumlah entitas yang LHP Audit Inspektur
yang diperiksa tidak diperiksa tidak Eksternal
terdapat temuan terdapat temuan
Materiil materiil dibagi jumlah
entitas yang diperiksa
dikali 100%
Predikat SAKIP Hasil Evaluasi SAKIP LHE SAKIP Inspektur
Pemerintah Daerah Menpan RB MENPANRB
Kabupaten Tapin
Nilai Maturitas SPIP Hasil QA BPKP Laporan Hasil | Inspektur
Pemerintah Daerah QA BPKP
Kabupaten Tapin
Nilai Kapabilitas APIP Hasil QA BPKP Laporan Hasil | Inspektur
Inspektorat QA BPKP
Meningkatnya Integritas | Capaian nilai Nilai capaian MCP KPK | Hasil Inspektur
dan Pelaksanaan Monitoring Center for Penilaian MCP
Reformasi Birokrasi Prevention (MCP) dari KPK
KPK
Jumlah Unit Kerja Jumlah unit kerja Hasil Inspektur
yang mendapatkan yang mendapatkan Penilaian TPN
predikat Minimal WBK | predikat Minimal WBK | MENPANRB
Capaian nilai area Hasil Evaluasi RB LHE RB Inspektur
penguatan Menpan RB MENPANRB
pengawasan reformasi




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

JI. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601
RANTAU

KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 700/ 020/SK/INSP/2022

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

Menimbang bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi
misi Bupati Kabupaten Tapin dan terlaksananya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka
perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Inspektorat
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan dalam
implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Tapin dipandang perlu menetapkan tim
Implementasi AKIP dalam bentuk Keputusan
Inspektur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019
Nomor 10);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin, (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018
Nomor 31);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2021
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran 1
Keputusan ini sebagai Tim Implementasi AKIP di
lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin, dan Menetapkan
Prosedur Pengumpulan Data Kinerja serta Penyusunan
Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan.

Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum
kesatu memiliki tugas membantu Inspektur dalam
menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP
di lingkungan Inspektorat;

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan
Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan
dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila
terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Januari 2022

Inpektur,

e
Unda Absori, SH, MH

Pembina Tk.I
Nip. 19700722 200501 1013



LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 020 TAHUN 2022
TANGGAL :10 JANUARI 2022

1. | Penanggungjawab Inspektur Kabupaten Tapin

2. | Ketua Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin

3. | Sekretaris Kepala Sub Bagian Perencanaan

4. | Anggota 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada

2.

3.

10.
11..
12.
13.

14.

Inspektorat Kabupaten Tapin

Inspektur Pembantu Wilayah II pada
Inspektorat Kabupaten Tapin

Inspektur Pembantu Wilayah Il pada
Inspektorat Kabupaten Tapin

Inspektur Pembantu Wilayah IV pada
Inspektorat Kabupaten Tapin

Inspektur Pembantu Wilayah V pada
Inspektorat Kabupaten Tapin

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
dan Keuangan

Herliwansyah, SE., MM

NIP. 19800110 200803 1 002

Palupi Bayu Atmojo, SH., MH

NIP. 19810825 200803 1 003

Rita Wardati, SE

NIP. 19770311 201001 2 008
Pahruzaini, SE., MM

NIP. 19760806 201101 1 007
Rahmatullah, SE., MM

NIP. 19770110 201001 1 015

Erina Priliawati, SE

NIP. 19750414 201001 2 007

M, Hernadi Suharsono, SE

NIP. 19850305 201503 1 002

Inpektur, \

Unda Absori, SH, MH

Pembina Tk.I
Nip. 19700722 200501 1013



BAGAN
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN




APTD

IKU BUPATI IKU SKPD
RP.lMD RENITRA
A/RKT
[ mim RENJA/
/
A4
RKA

IT ﬁ PK ESELON II

RENCANA AKSI

RENCAIA AKSI

LAPORAN IGNERJA

LAPORAI}KIHERJA

EVALUAj{I SAKIP

EVALUAfI SAKIP

TL EVALUASI SAKIP

TL EVALUASI SAKIP




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Nomor 700/REG/092/AKIP/WIL.IV/VIII/INSP/2022
Tanggal 23 Agustus 2022

INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517 ) 31762 Fax (0517 ) 31762

RANTAU
Nomor . 700/Reg/092/AKIP/WIL.IV/VIII/INSP/2022 Rantau, 23 Agustus 2022
Lampiran : -
Hal . Laporan Hasil Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2021

Kepada
Yth. Inspektur Kabupaten
Tapin
Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi menunjukkan Inspektorat Kabupaten Tapin Sangat Baik (predikat BB)
dengan nilai 71,35.. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya
efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen
kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah

dilakukan sampai level eselon 3/coordinator. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai
berikut:



Komponen yang Dinilai Bobot Nilai
2020° 2021 2020 2021 2020 2021
a. | Perencanaan Perencanaan 30 30 28,35 23,10
Kinerja Kinerja
b. | Pengukuran Pengukuran 25 30 21,88 21,00
Kinerja Kinerja
c. | Pelaporan Kinerja Pelaporan 15 15 13,34 10,50
Kinerja
d. | Evaluasi Internal Evaluasi 10 25 6,70 16,75
Akuntabilitas
Kinerja
Internal
e. | Capaian Kinerja 20 14,36
Nilai Hasil 100 100 84,62 71,35
Evaluasi
Tingkat A BB
Akuntabilitas
Kinerja

Inspektorat Kabupaten Tapin telah berupaya terus melakukan perbaikan dalam
penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .
Namun demikian masih terdapat beberapa catatan terkait dengan kualitas Implementasi
SAKIP , yaitu :
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran capaian kinerja masih belum memanfaatkan Teknologi Informasi
(Aplikasi).
Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan
baik Struktural maupun Fungsional.
2. Pelaporan Kinerja.
Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja
organisasi.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih belum dilaksanakan menggunakan
Teknologi Informasi (Aplikasi).



Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektitkan penerapan manajemen

kinerja dan mewujudkan budaaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Bapak agar

memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

2. Pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan
baik Struktural maupun Fungsional.

3. Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya
kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan menggunakan Teknologi
Informasi (Aplikasi).

Kami mengharapkan agar Bapak dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi
yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Bapak beserta

seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

bupaten Tepin,

- '/ _Anda Absori, SH.MH
. Pembina Tk.|
NiP.19700722 200501 1 013



E-SAKIP

KABUPATEN TAPIN
Inspektorat
-
g Office

@B Dashboard

Tahun 2022 v PK MURNI v OPD/SKPD =

SASARAN STRATEGIS
PEREMCAMNAAN
Y TARGET PER TRIWULAN REALISASI PER TRIWULAN
= RENSTRA TARGET REALISASI
# SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN ™ ™ W
2022 2022
TWI TWII TWI TWII
9 i ~ 1l Y ] v
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
OO Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan pemerintah
BB RKTRENJA 1 2 : T Opini wTP NULL WTP NULL NULL WTP NULL WP NULL NULL

daerah Kab Tapin
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Nomor
Lampiran :
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

JI. Brigiend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601

RANTAU
Rantau, 23 Maret 2022
780/ og¢1-ADM/INSP
Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan |
Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural
2. Para P2UPD dan Auditor
3. Para Staf

Inspektorat Kab Tapin
Di—
Tempat

Dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja
sampai dengan Triwulan 1 Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengundang
Bapak/Tbu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2022
Waktu 2 10,00 WITA

Tempat - Aula Inspektorat Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

:;Iﬁ;%_éktur Kabupaten Tapin

\‘\

nda Absori, 'S:H;,f\'li-l
Pembina Tk I
NIP. 19700722 200501 1 013




Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I
Inspektorat Kabupaten Tapin

Kegiatan : Rapat Monitoning dan Evaluasi Kinerja Triwulan [
Hari/Tanggal © Senin, 28 Maret 2022
Jam © 10.00 WITA s.d. 12.00 WITA
Tempat . Aula Inspektorat Kab Tapin
Peserta . (dafiar hadir terlampir)
1. Pembahasan

Rapat monitoring dan evaluasi kinerja ini diadakan untuk mengetahui perkembangan
realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2022,
2. Kesimpulan

Dari Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I tersebut dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut:

a.  Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN di hingkungan Inspektorat Kabupaten
Tapin
Capaian kinerja selama Triwulan 1 TA 2022

¢. Diskusi terkait rencana untuk Triwulan 1]

Demikian notulen Rapat monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Tapin
Rantau, 28 Maret 2022

Muhammad Rahim, SE
NIP. 19891213 201903 1 004
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

JI. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601

RANTAU
Rantau, 20 Jum 2022
Nomor : 780/0g8-1 -ADM/INSP
Lampiran: -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan 11
Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural

2. Para P2UPD dan Auditor

3. Para Staf

Inspektorat Kab Tapin

Di -

Tempat

Dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja

sampal dengan Triwulan Il Tahun Anggaran 2022, dengan imi kam

mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan
diadakan pada:

Har/Tanggal : Semin, 27 Jum 2022
Waktu :10.00 WITA

Tempat - Aula Inspektorat Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Inspektur Kabupaten Tapin

\‘u

nda Absorn, SH, MH
Pembina Tk.1
NIP, 19700722 200501 1 013




Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 11
Inspektorat Kabupaten Tapin

Kegiatan . Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 11
Hari/Tanggal ;. Senin, 27 Jum 2022
Jam 10,00 WITA s.d, 12,00 WITA
Tempat : Aula Inspektorat Kab Tapin
Peserta . (daftar hadir terlampir)
1. Pembahasan

Rapat monitoring dan evaluasi kinerja ini diadakan untuk mengetahui perkembangan
realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2022,

Kesimpulan

Dari Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan Il tersebut dapat disimpulkan hal-

hal sebagai benkut:

a. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Tapin

b, Capaian kinerja selama Triwulan IT TA 2022

¢.  Diskusi terkait rencana untuk Triwulan 111

Demikian notulen Rapat monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Tapin
Rantau, 28 Juni 2022

S

Muhammad Rahim, SE
NIP. 19891213 201903 1 004







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari | Jeun oy
Tanggal |: =1 ym P ) =
Pukul  |: o ob wikg
Tempat |1 pula ) _—
Acara | : yiowev ljwneria W
| =
NO NAMA INSTANSI JABATAN KL AMIN B ik
| | L r e I |
| ik Kb Inspicad | lngpernar | L =
| M i Vg i M/&"r ..! o 1 2.
[ A sved (nspeiesrl asube) fooncpan | L7 3
£ | Heemam b oo~ | rbe—< |V s
s [10A (v ( Zii- “ap  aiap | e |
o Mo ova taes | = — | aawe ||
. | S Nur Tsbigamob . Kasbbag u v ¥ ¥ 5. 9
o | Foduen s - ! pd [ L] e S
i -:Euujj Lqp«‘iv\ San ] i _J;r__y‘wf?{or v 10,
| hatry £ s Rl v n.‘-—-’*-w
. | M An ll—_ lnsperrorat My Shag = 12. ﬂ"
s | Pamwakt e | —— L - el 1}‘5‘41.
| Badhen BV | ——— | 01e(p v ﬂ%j
is. | Marpugh S = At 4 |~_*.:f-£¥’/
6. | M Apeauis v A«.ﬂﬁa«‘ v 16. (Ff
17, | Dynia Yohmavo 'lns?cr.hmi Audito ¢ P 17. J
18. ﬁﬂju.n‘- | . | prupy - |s 4]”
19 | Kiza P Den o freortr- 9. %
20. ﬁu‘é/ Y alna w %"\f’( v 20. jL
: !
21. ]'L“‘—J fu_}urdq b} . IS Aud}}ﬁ' v 21. Y‘+
2 |y bdlo < A e 0= b
1 Fal
5. |hude A5t o rroryp v 23,
| 24 | Nﬁ?i" 7 M}i \;ﬁ“’&" | 2 % 1 | v iy I
g !




25 | M. fahim | Ingpewto sat Staf 4 2. (%

% Ht&aﬂhﬁz’ﬂl‘\ L e \tody 2 - % C\k

7| phepvea sy ol Necrier | £ ) _@
a By £5 " rruty vie W
2. | A Mulryana il [nlosn 2 | (-
30. Mo -2 | [ - 30, Q&
& \157“" M | V FPL00 3, B
32, ’%lmh | e 1T e / ﬂ:.
33, %’E’L\]aﬂw A By # Il M
e g || e | [ R
o [fin Pk € | [opertoat | pltor AP
36, ﬂff‘ﬁm_ e — 1= g %
37. 37.

38, _ ) 38.

i _ 39,

i 40,

£ - 41.

- _ 42.

i ] 43.

= 44,

A5 N B

o - 46,

el 3 47.

48. -

£ 49,

- | 50.

L i - C 51,

52. -y

E - 53.

54,




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Ji. Brigiend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601

RANTAU
Rantau, 26 September 2022
MNomor : 780/433.) -ADM/INSP
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan III
Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural

2. Para P2UPD dan Auditor

3. Para Staf

Inspektorat Kab Tapin

Di —

Tempat

Dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja

sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami
mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan
diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Waktu - 10.00 WITA

Tempat . Aula Inspektorat Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

amn. Inspektur Kabupaten Tapin
- Sekretari .

Drs. Muhdfnmiad Lothfi, M.Si
Pembina Tk 1
Nip. 19780304 199612 1 001




Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II1
Inspektorat Kabupaten Tapin

Kegiatan . Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I11
Hari/Tanggal . Rabu, 28 September 2022
Jam : 10.00 WITA s.d. 12.00 WITA
Tempat . Aula Inspektorat Kab Tapin
Peserta : (dafiar hadir terlampir)
1. Pembahasan

b2

Rapat monitoning dan evaluasi kinerja ini diadakan untuk mengetahui perkembangan

realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan [11 Tahun 2022,

Kesimpulan

Darn Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IIT tersebut dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Tapin

b. Capaian kinerja selama Triwulan [11 TA 2022

c. Diskusi terkait rencana untuk Triwulan IV

Demikian notulen Rapat monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Tapin
Rantau, 29 September 2022

Muhammad Rahim, SE
NIP. 19891213 201903 1 004
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

JI. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601

RANTAU
Rantau, 26 Desember 2022
Nomor : 780/%38 -ADM/INSP
Lampiran: -
Perihal . Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan IV
Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural

2. Para P2UPD dan Auditor

3. Para Staf

Inspektorat Kab Tapin

D1 —

Tempat

Dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja

sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami
mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan
diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at, 30 Desember 2022
Waktu - 08.30 WITA

Tempat - Aula Inspektorat Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Inspektur Kabupaten Tapin

\\

fnda Absori; SH, MH
Pembina Tk 1
NIP. 19700722 200501 1 013




Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV
Inspektorat Kabupaten Tapin

Kegiatan . Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan [V
Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Desember 2022

Jam : 0830 WITA s.d. 11.00 WITA

Tempat . Aula Inspektorat Kab Tapin

Peserta . (daftar hadir terlampir)

1. Pembahasan
Rapat monitoring dan evaluasi kinerja ini diadakan untuk mengetahui perkembangan
realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2022.
2. Kesimpulan
Dari Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tersebut dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASMN di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Tapin
b. Capaian kinerja selama Triwulan IV TA 2022
¢. Diskusi terkait rencana untuk TA 2023

Demikian notulen Rapat monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Tapin
Rantau, 30 Desember 2022

5

Muhammad Rahim, SE
NIP. 19891213 201903 1 004







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
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Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari  : W‘ﬁv - ’
| Tanggal | : Do dey 202v
Pukul . of. v wila
Tempat | : Byla nsp .
Acara i Rafat igne ey fw |/

' ' R JENIS

NO NAMA INSTANSI JABATAN KELAMIN TANDA

: L

L | Updx Kbsm \nepextorzy Wnspekhor T L

o MLt [y CWawniy | V| (], 5
g

s | BB kedingper st she) fertnsn B

s, | 100 inpmon by eurp | v s 6’/“7“7‘9_
s |HERMANSaH | INHeRo 04T | | prdw ¢ | |28
o | T, A Pl | ™
7. | M. fakim |49 pelcborat &hap

S

3. | Ratw £ | = | Fm;bna_emup v s :{-—

o | Pl Brionn | —u— PP V s %
10, | B o il Pukita™ 1 ¥ g

1. 'G“H U-pﬁ'\ S " Aueror Yl

12 S:ihqf{uralﬂ-’ﬁ'qmmﬂ‘ " Kasubbag WK | V| ‘?—P'SN

13. Q‘\ﬂmahiﬁ‘l% g P\A‘U‘U‘uﬁf L qﬁﬁ?
14, Annisa Chmavak — = P i, W
15, m siucal = f IAU ~r

16 | Lite wordob o A Aadibr v ole WY

17. | Rz P, Dew e PoBitor 1 (ﬁ?‘z

18. Mayu olFa Late$ —_— Avdiyy W |g_%

1o, PO-M B pevey | e 19,

20, //"‘%Mm " ?fa\]{ v 20.

22, K\ Ml Swanl I ek | o

)
b

o

2 | Bude AShons =i Tpurd | v

P
Sl

&
/a
21, M.Mﬂ%‘. 3 w M’rﬂr v 21, Gi
A
{
o

u. | M. Avt. b | | nepertorat Stug v 24




2. wamﬂﬁ‘f#_‘_"ﬁ gk Tgin | P2 porboss T 77
| Habeanspuy =~ | 2 e
2. | DaHRU 24140 ) — (= Mi’fpf‘ 55 6&:
28, &;mnjf? 'y PPty 0 | @9%/
e %Mtva’fﬁ =g _Mm”"q % | /,Mr
30. | Nove Nenk 2 Augttor P | @‘,

3L WM G PPUpD Elv
4 % = il 32. g

o [ tin et i | At |17 [ 0,
u. | Procwo —— T ” /ﬁ;’
s5. | Qs 8 Workw i Pt S M

i 36.

i 37.

e _ 38,

- 39,

e 40.

2 41,

42, -

" = - -
i 44,

4s. -

46. o

47. _ n

48. %

49, i

i _ 50.

ok _ _ 51,

52, 52‘_

53, e

.|




ETO T TOS00Z ZZL0046T "dIN

| L Eutguiag

HW HS ‘Losqy epun

=

uide ) uajedngey sniyadsu|
TT0¢ Jagquasag TE NeIUey

£E

vt

(L3N0 LRl
ISewLIojaY uelejiuay uesemeduag
uelenBuay eaue U ueede]

1)

HEM [ELUILIWL Jeytpaad
ueyjedepusiu Fues eliay pur) yejwng

G6

8r'se

A 1ep (42W) uenuanald
1oy sayua Bupoyiuogy 1ejiu ueiede]

ISEIYOUIE |SEWI04RY

ueeuesyejad uep sejudaqu) eAureySuuapy| ©

E 2]

Z jana]

1elopjadsu) 414y senjgedey 1ejiy

£ [ana

£ [3na

uide] uaiedngey
YesaR( YRIUPIWS didS SEIINIEN 1E)IN

1 (B

uide] uajedngey
Yeliabg Yeluuaway 414yS Jeyipasgd

00T

5556

||y ueniwa) Jedepial
yepn esyladip Bued seiua aseiUasIag

d.LAA

dl i

upde | uajedngey yejuusway uefuenay
ueiode sele [BUIBISYI NpnYy idg

YeJaEp YeluLawad

eliaupy uep ueduenay selpgeiunye eAueyBuiuay| T

NYEONVHILIN

ZZ0C 139YvL

Al NYTINAIEL

1 NYTNAEL

I NYINMIYL

| NYIOMIEL

(o} YINYLN YrdINIY HOLYsIan

SIDILYHLS NYHYSYS/TINYLN YRdaNIN

ON

Nid¥L NILYdNEYA LYHOLNIASNI NYINAIHL H3d WIHINGE NVIVdYD NYHOdY

LE0E
LvdOLA3dSNI -

MMHYL
Q445 VINVN




£10 T TOS00Z 22200461 "dIN
| L Buiquiay
HIN “H5 Uosqy epun

100 T Z1966T FOE0RLET 'dIN
| 1 BulgLUag
15T Y10 pRLIIBYNRY 'SIQ

-
uide] uajedngey snyyadsuy = slBlaINaS
TTOT 12quwasa] TE 'NEJUEY
£ [RAS] |RUIUIW HidV didy seyjigedey
£ |2aa £ [ana] seyljigedey Lipuew ueiejuad IseH HIpuEw ueepuag eAueyButapn| g
uesojueysad
IsesIunUpe uesninBuad ude usjedngey 1RJop@ads)] JojuEs
%O0T 00T 00T 00T %00T veynuawad asejuasiad | Isensiuwpe ueeuesyejad efueyBuuay| v
leylyiasiag
Bued yeuuawad jeumsBuny uajadwoy Aued uesemeBuad
00T 00T 00T 00T 00T uesemeduad jeiede asejuasiag Bisnuew eAep Jaquins eAuleyBuual | £
ayisal SISEqa uesemeduad ueye(igay iensas uide|
yepns Bued ueunye) vesemeBuay uajedngey jesopyadsu) uesemeduad
%00T %00T Blsay wesdoud asejuasiag ueeteauaiad seyeny eAuyeyBuuap| 7
24 jewunuy
upde | ualedngey 1eiciyadsy) ude) usjednogey jelopyadsuy)
a4 94 di¥Ys ISEN|EAD |ISEY 1EYIpald eliauly seupgeIunye eAuleyBuuay| T
NYENYYILIH CE0Z 1399vWL| Al NYINMIHL I NYTIAMIYL I NYINMIEL TNYTOAMIEL | () INYLO YTHANIY HOLYAIONT | INYHD0Md NYHYSYS/VINYLN Yrdan | ON
LZ0L NOHYL
IVHOLAI4SN] - OdAS YINYN

NIdYL NILVENaVd LrHOLIdSNI SIHYLIIATS NYINAEL H3d VIHIN NYIYdYD NYHOdV




ET0 T TOS00E CEZL00L6T “dIN

| "§L eul

quiag

HW ‘HS Hosqy epun

LT0T TOOTOT TTVOEBGT dIN
Bl Wad
LW ‘15 ‘uemsis eji TH

=
uide ] uajedngey Jnpyadsy) | YyeABpA Muegwad injyadsuy
ZZ0T Jaquiasag TE ‘Nelley
esag
Bsa] 195y ElRs esag ueBuenay ejojan| 1Sy BuEs esaq uESuEnay B|OfSY BIEL
BlE| WEP SOE ARUOW yeled Bjojay 18] | uBp SOG hauoly yeled Bjojay B1B] NINAY
00T 00T 00T wOOT 00T npAey (SUBAISII| B3y uejeden 3SeIURSIa | ISUBAIIIN| Bas) HdX dON BAuleTulua | 5
| YeAR|AN NUBGUIEY
smadsuy| YeAe|is ip £ [aA3) [ELILIL
S00T ddA5 dId5 ISEN[EAR [|SEY S5EIUE5Ia 143 dids uedessuad efmeyduiuapy| b
| YeAe|m niueguiag Jngyadsu) yedejm Odis
Ip anfuepepuilp Buek Q4xs eliauny| eliaun seygeiunye isenjeas jsey ynfue|
00T SEYIGEIUNYE [SENJEAS [ISEY 35PIUSSIa yepuri ueiesajaduad eAugeyBuluapy | £
I yEARAN
nuequa Jnpadsu] yedejn 1p ag adus
00T 00T jEwELiW pdys dijes 1eyipasd aseuasia eflauy sepjgejunye eAujeyduiuap| 7
| YeAR(IA NURGWa
anpyadsu yedepm p anfuepepuinp uesemeduad ey infue)
00T WOLE yejay Bued uesemeBuad jsey asejuasiag yepui ueiesa@iuad eAujeyBuuap| 1
MNYSNYHILIN ZTOZ L3DUVL] Al NYINAMIHL I NYINAIEL I NYTNATEL | N INAIEL (i} WA L R 3N HOLYHIaN WYHDOHd NYHVYSYS/ VINYLO WIdaN | ON
Fard oF NIMHYL
IVHOLAI4SNL . OdAS VINYN

MIdYL NILYANEYA [ HYAYTIA NLINYEWId YNLAI45NI NYTNMIYL B3d YIH 3N NYIYdYD NYHOdYT




ETO T TOR00E ZZL0046T “dIN
1741 BUlquiag
HIN 'HS "Wosqy Bpun)

o' -

uide | wajedngey Jnyyadsuy
TTOE Jaquuasag] TE Mejuey

00 Z E0886T STZTE96T "diN
['4L ewquiag
WAl 50575 ‘euehyniy T4

I-ll-l-u.-...-..

: e,

Il YeAR|IA NIUBgLaS Jnyyadsu)

esa(] 195y Elas
B5a{] BUB(] A3uayy ‘Bsa(] ueFuenay
B|O|3Y B1E] UBD SO ABUoly {esa(] 1=y Bllas
‘MeYy uswaleusy miaay ‘Syddvid | esag eueq raucly 'esag ueduenay Bjoj@y EIEL UBP S04
niAzy ‘rad 2109 BIBL [SuUsaU)| ABUSIA ‘NS uswaleuRiy MASY ‘SY4dV T MIAY TEd
®O0T 00T 00T 00T 00T Baly ue|eded asejuaslad B0|ay BIEL uanall| Baly) YdX 40 eAueyduiuap| 5
11 YyeAsp sy, muequiad Jnyyadsu]
YeAR|M P E [3A3] [ELIUIL OdNS
00T didS 1SEn|BAS |SBY Isejuatiag dds dids uederavad efujeydumuap | ¢
11 yehe)ipy nuegwag Jnpyadsu)
yede|is ip pnivepepuiyp
Bued gdus eliauy sER|IGRIUNYE Q0dds ellauny selgqeiunye
00T ISER[EAS [[SBY FseIUasiag| |senjeAd jisey Infue] yepu ueiesaatuad BiueyBulusp | £
11 YeAeipy, muegwag
Jnyyadsu] yeAe|iay 1p ga (el
00T 00T pdys diyes 1eyipasd asejuasiad adxs elsaury sepgeunye sluegiumay| 2
Il YeAe[Ian MIUBGWSL Jngyadsu]
YeAR{IM 1P BRUBpEPUIP Ye |3y uesgsmeduad
WO0T %r9eT Bueh uesemeduad |15ey asejuasiad jisey ynfue] yepun veiesa|aiuad efujeyBuiuapy| 1
NYSHNYHILIN CZ0T 139490 A NYTNMIML | 1 NYTAMIEL I NYINAEL FNWINAIEL | EO) wINYLN YTH AN HOLYHION WYHDOYd NYEvSY s/ viNy LN Yrd I ON
ZZOT NIMHYL
LoHOLAI4SNT . OdXS YINWN

Nid¥L NILYdNEYA I HYAYTIAL NLNYEINSd I 345N NYTNMEHL H3d WIdIME NYIVdYD NdOdv




ET0T TOS00T ZZL0046T "dIN
| "ML BAquiag
H 'HS ‘Hosqy Bpun

€10 T TOS00E £0S0EL6T dIN
EUGQuag
WA THS 'Yedsumiapey

e
ujde) uvagedngey Jnyyadsuy 11 yeAepay naueguwag snpgadsu)
ZT0T JAquiasa] TE Nejuey
BS3(]
135y PSS BSa(] BUB( ASUCY 'BS3(]
UBFURNAY BIO|3Y BIE] UBP SOF
ABUCHY WdSH BSY Ninay ‘UBWZUSY [esag Jasy BELES BSA(
uDl UBP UBLHZEY BjO)ay BUB(] Aauofy es3] :m_u:a:u_v_ BjO|ay R UEP SOE MUY
BIRL MAAY ‘OdNY Nisay suaaagu) "MdSH "G5y NiAAY 'UBUZUE] UON URD UBUITUSY BO0jaY EIE]
%00T %007 00T %00T 00T Eauy ueiedes asequssiad|  PIASY “Oddd NARY ISUBAIIUL BAIY] Hdd dDWN RAURERELILBY | g
11 YeARian Muequiad Jnyyadsu)
YeAR|M P E (@A3) [RUILIW (d3S
HOOT didS 1SENjEAS |ISEY F5RIUISIag ad¥s dids uedesavad ehugeduiusp |
1 YeAeppn nuegquiagd Jnpyadsy)
yedepm Ip anfuepyepuyp
Aueh gdys eliaup seljgeiunye 0445 elaupy selgeIunye
SO0T ISETRAD 5B ISTIUILIA 1sEN|EAa JJsey ynfue) yepuy veiesafaiuad eAuieydujuap | £
i 1 yedeyla nueguag
amyyadsu) yedea | 39 [ewiup
%001 pdys diyes yeypaud aseiuasiag Qs elauny seppgejunye eAuzeyBuiuam| ¢
1l yehe(im Muequiag sndgedsul
YeAzpw 1P an[UeRPUIP YE|2)
%001 %S L fueh uesemeBuad psey asejuasiad|  uesemeBuad psey ynfue; yepup) umessRAuRd sAleyEuuap | T
NYONYHILIA ZZ0T 139dWL] Al NYINMIBL T WY TNANIEL I N¥INALEL ITNYTINAIEL | (rvs) wsLn SN 50 Ly RIani WYHDOHD NYHYSYS N LN YIYaNIA ON
b MNHYL

LHOLAIJSNET  OdAS INYN

Midw L NILYANEvH I HYATTIA MINTEM I YN TdEHE N TNAMEL H3d YIHINDE NYIYdYD NYE0dY




ETO T TOS00E £2L00L6T "diN
| "1 euiquiagd
HIA 'HS ‘Uosqy epup

22

uide] umedngey nijadsu)
TTOZ Jequasa(] Tf Nejuey

S00 T E0L66T ET600LET "dIN
1 741 Buiquiag
YINIAL INHS ‘YEASUBMLBH TH

Al YRAR|IAN NiUBGUESy InjySdsu|

B3] }B5Y BLI95 BS3(] BUE(]
ABUCA ‘Bsa UEBUENEY B|OSY |esa(] 195y B}I25
E1E| WEP SOF Asuoy QNG Bojay | esag eueq Asuo |y ‘esag UrBuBna)y Bjoj@y Bie]
BIE] Niaay 'HES Maay sUasIall| uep 08 ABUO QNG BjOjay BIB] Ninay HES
00T 00T 00T 00T HO0T eauy ueleded FSEIUSIA] | NIASY ISUBAIRIU| B HdM DI BAueNSUILR| 5
A YRAR|IAN NUBGIE] Jnjyadsy)|
WEARIEW 1P £ |303] [BLINIL OdN5
00T did5 [SEN|BAS [ISEL S5ElUasIad ad¥s dids uedriauad eAujeqBuiuapw| v
Al YBAB|IAN MUeqLUEY mnjyads)
yedep 1p nfueyepulyip
Aued gdus ellauy seypqeiunye dNS eliauny SEljIQRIUNYE ISEn(eA
%00T SEN[BAR |IS5BY BsEIUasIa4| (isey nfue) yepul) Leesapaiuad eduleyBuiuapw| £
Al HEAR|AY MUEqUISY
Y2999
anyyadsu] yerepa, 1P 89 [Bwiuiw
00T pys diyes jeipald asejuasiay 445 eliaupy seypgeiunye eAuieyBuiuap | 7
Al qeheia
Muequiag Jniyadsuy yele|m
1p nfuepepup yejal Sued uesemeduad
2600T YFT LS uesemeduad |Isey asequasiagd| [isey infue) yepun ueresa@iuad eAujeyduivay | T
NYONYHILIN EZOZ 13DWVL] ALNYINAIEL | 11 NYINAMIEL I} N9 IMAIEL | NINAEL | () YINYLO YTHININ HOLYHIaN] WY D0 NYHYSYS VIAYLN YrdINIE ON
i It NIMHYL

IWHOLAIJSNE S OdNS VINYN

WIdYL NILYINEYH AL HYAY M MINYEWID SNLAI45NI NYTINMILL B3d WRHINIM NEIVAYD NYHOdY]




ETOT TOS00C £2L0046T 'dIN

R e

HIN "HS Hosgy epun

~Z

ujde | uajedngey nyyadsu]
ZIOZ Jequiasaq TE nejuey

00 € E0000E #FISO9L6T "diN

I'4L Bulguiag

dY I 1475 BUBABRY EIUIYS

\

Py

’ i

(seSnsasu) nuegLlad inpEdsu)

jinfuspyepup [SEINCU|G [SELLLIGLS [SEN|RAS
Fueh jsesyjosg SeUojE) uesesmeduad | sey ueseseiuad usienBuad ease infug)

00T ser i iy BRUR [SEN|BAD [ISEY FSeiUatiag yepull veiesapAuad sAueyduiuap| 9
ey uesesmeduad SR04 SELLIC)aS uesemeduad

00T uezenBuad eaue uejeded FSeIUISIa4 ueyenduad ey eAueyBuuap | 5
pnfueyepuip 3ueh Q445 (JdHs sepsdaju) ruay Infue|

WOOT sEiFalu) BUOT [SENjEAS [[SEL ISEIUASIA yepuly usesa@iuad eAueyAuua| b
Mdl eEBUlY wam Od5 sepEaqu|

d¥s £ 0dds T jeyipatd ueypnsnip Fueh Qdus YepLng ru07 ueunduequiag efujeyduusp | £
Wphy Agedd URp SdH {Mpny Angoug uep SdH niaay

00T Sa00T 00T 00T 00T niASY [SUBARIU| BaLy URIRdRD ASEILASIA | ISUAAAIL] B HdX dDW BluleyEulua | £

isedRsany| mueqLad

imypyadsu) yedejs p pniuepyepup ueseseduad (sely Infue)

00T Sl LI yej2} Bueh uesemeBuad |isey ssejUasIad yepup usesapaiuad sduyesduiuap | T

NYDNYHILIA CC0Z L30HYL|  AFNYINMIEL 11l N9 INAIEL 1T NYTINMIEL I NYINMIEL IO WAL wTEING SO LN WTHS 0 NYHYSYS/ YINYLN WIHIND | ON

Midy L NILYSNEvA 1S LSIANT NUNYEINTd HIINIASN NYTNAMIYL 43d YTHINI NYIYdYD NYEOdY

20T
LvHOLAIdEN]

HNHYL
Qdds WINYN




T00 T 219661 tOE0ELGT "diN

| 4] UGB

15U U0 pe W 'S0

LIRS

TZOT Jaquiasaq T ‘Mejuey

20 2 609TO0Z ETEOREET "dIN
BlEUAg

dI's "BuBll Ay

ISEN|EAT UED BSIjEUY BRqQRsEN

eweseliay uelfueliad uewopad ueBuap

%001 %001 %001 %001 %00T IEMSas Hd'y Uep BALUE| 4|4y veBuap uesemeBuad
ewies eliay BUES ISEUIPIOOY UBIRIBSY BsEjUasiay
winyny ynpoid ueynjuaquiad awsiueyawl ueBuap
%001 ot 00T %001 oot jensas  Hued uesemeSuad  ueeseBBuaeiuad
uelapad gas ueiniesad FSEUASIY
o153y JO e pjjuaw Sued
0L %007 ueunye] uesemeSuag eliay wWesdoly aseuasiag
nijEm jeda Uesemeduad
%00t %001 %001 #00T 001 psey nfue]  yepunl  uelodead | asejuasiag
UEMUREY 1BEN5as uesemeduag ueyeiday ueiodejay
%001 %001 uesemeduad SRy uesode| JESIYN ISEIUSLISG uep [sen|eag seeny eAueyduuapy| T
WYONYHILIA CE0E L3DHYL] Al NYINAIEL | I NYINATEL I WY TINMIEL | NYINAMIEL (A1) WINYLN wTEINIA HOLYAION] NYLYIDIN NYEYSYS/TINYLO WidaNIA | ON
£eoe - MNHYL

Nid¥l NILYdNavy Lyd0L3dSNIISYNTYAT NV WSITYNY SYEENS NYTINAMIML 934 WREINDE NYIVAYD NYHOdY

IVHOLATASNE S Od¥S YINTN




TO0 T 219661 FOEORLET "dIN
I IEN
A 540

IS "4307 pe

NI ENRT S
7707 Jaqwasa TE ‘nejuey

ETOT TOOTOZ BZ60SE6T "dIN
1 31 Ejeuay
HS ‘ipeher 1p3 pewyyy

ueeuedualay Begnsey

N e

wde
ugiedngey 1esopedsu)
dixvs ISenjeszs jIsey 18N

%001 %00}

%001

Y004

FTHEM. JETE] DUBR BUeUTy
iseneas uep Buuoyuol

%00l ugiode| sEjUasIa

Y00k Y00

001

%001

TEToTEasT]
eysgasm Ip elpesse) Bued
and ISEWUoU uSLWINYOp

%6001 LiajLoy asEjUasla

Y00k

SEIE|9S
Gued ebsury
asejueslad

ueeuEDUaad
ueunsnhuad seajeny eAuieyBuiuagy

UBp WEWws

%001 JO1ERIPL|

NVYONYHILIN

CZOT 13DHVL | Al NYINMIHL

I NYTAMIEL

I N9 TNAAEL

{rll) LD
YrHINI HOLYHIan|

I NYIMAIEL NYLYI93H NYHYSYS/FINYLN YIHINIY

ON

ZZ0T -
LYHOLNIMENI

Nid¥L NILYdNEYA LYHOLHI4SNI NYWNYONIHId D8NS NYTNMIEL H3d YIdINDA NYIYdvD NvdOdyl

MMNHYL
OdHs YINYN




TOO T 219661 FOE0BLET dIN

EUILUS

HIGETES

Z70Z Jaquiasag [§ ‘nejuey

600 T TOOTOZ TT909L6T "dIN
| 1 Ereua
35 "5 yewebiis) any S

LA

ueFuenay LUEP WL ISERsUWpy Seqnsey

TETT UEp DEASS] TEpEa
iensas  Bued  uswnyop  epel  nee| sus) Buek didy senigedey jususasse
%001 H00 1 nyng uebuap ueeeAwad aseasiag|  Hes veepedwad ysjwne eAuexBuuapy | S
a8 £0g ueuediejad uesenday syapu) ueuede|ed seyeny eAuesbuEw| t
TYTHERT T B JERUETS [ETEas | JEPUETS [EN5as DUeA [ONE) Yelaed JIm
%001 a0l awg usiodejad uawnyop asejuasiag| Bueieg uelodejad sepjeny eAujeyBuapn| £
TEpOETS
IENS3S UBp npyesm eds) ueyedwesp yesaep leyfuslad uebuenay
%001 %001 Bues ueBuenay uelode| asejuasiad ISElEIUILIpe seyeny efujeyBuilap| ¢
NSy sepsedey usieyBusd nnyibusw sejljenylag ued
3001 %001 %001 3001 2001 Bued Ngy  uesniney  eseuesiag|  Jmelede edep ssquins eAugexBuiuain | 1
ZZ0e
NYOMNYHILIN 1394vL Al NYINANEL [ WYINAIEL I NYINAIEL | NYTINMIEL (M) WINYLO YRHIN 0LV AN NYLYISTA NYYYSYS/YINYLD YIYINIE | ON
_ ZZ0C - MMOHYL
1YHOIMIASNE D OdHS YINYN

NIdVL NILVANEYA LIVHOLAIASNI NYONYNIH NYO WD WY D8NS NYINAMIEL 33d WTHING NYIVAYD NYHOdY]




£T0 T T0OS00Z ZZL0496T 'dIN
| ML Bl
Hi ‘HS ‘Hosdy &

ualedngey Jniyadsu|

7707 Jaquizsaq TE ‘Nejuey

£00Z £06102 TEOTSEET "dIN
{111} ephiy exeuad
'S ‘yenpew

"

-

PUIE}Ia, JOJpMY

nyepn wedal
%001 %001 %6001 %001 00 | uesemebuad isey ueiode] seuasiad
THEE
fuek Jepue)s ueBuap IBNSaS UEYBUESYE|IR
G4onl 24001} oL00 L %001 W00 L Bued uesemeluad aseluasiag
UERUETENP GETST UUER
eueaua) uebuap IBnsas UeyBLESYE|IP
00 L W00 L %001k %00+ 400 | fuek uesemebuad aseuasiag Ldid ehueuesyepal| T
Le0L
MYENYHILIN 139HYL Al NYTNMIEL I NYINMIHL 1 N IIMIHL I NYIMAMHEL (restl) WYL WTHANIY HOLYHIan NQIAIONE FTHINA/ YN LD YTHINIA ON
LToL - NIMHY.L
1VHOLAIASNI S Od¥S YINYN

MidW L NILYANEYA Al VER HET'T 1M NYEHI HOLIONY NY 1ML 33d YIHIND NYIvdYD NYEOdY




£10 T TOS00E Z2L0L96T "diIN
| M1 BUlquiag
HIN “HS ‘Hosdy &

uaredngey sniyadsu)
ZT07 taquiasaq T 'MeEjUey

00 T £0800Z OTIDOB6T "dIN
{e*al) BUIgqLIaY
WIN 7375 yeAsuemi|iaH

A

EApELY UBYEIU IawWay semeBuay

nMEM teda )
%001 2001 %001 %001 %001 uesemefiuad |iseH uelode] seesiad
e
fiueh repuels uebusp |IBNSas UBYEUBSYEID
2001 500 | ] %001 56001 Buef uesemebuad aseuasiad
TERUETSP YEET TOETR
eueduEl Uebuap |BNSas UBYEUESYE|ID
00 | 001 %001 Y001 %001 Buek uesemebuad asejuasiad Ld¥d ehueuesyeial| T
Zeng
MWYSNYHILIA 1394VL AL NYTIOAMIEL T NYINMMIEL Il N INMIEL | NYINAMEHL (N} YINYLN YIHINIA HOLYHIaNI NOAIONI I AN N LN Y TEIND ON
Pt i Pl NMHYL
LYdOLAIdSN] - OdAS VINYN

Nidy L NILYdNEvy LYHOINIdSNI AL VER [T TIA NYEHE OdN2d NYIIMIYL H3d YTHININ NYIYdYD NYHOdYT




ETO T TOS00Z CZL0L96T 'dIN
1 L BUIqUIa4
HIN HS ‘tosqy e

uaiedngey Jnpyadsu|
LZOZ Jaquiasag TE 'nejuey

010 T 100102 9TS0EB6T "dIN
{P°In) 14l Beuag
3'5 'owouing ojury

BPNiy JoHpny

niyem jeday njuapia) uening fsnsnuyy
00T %00T %%00T 00T 00T UBBSYIBWR [ISEH velode asejuasiad
UenUalay [Bnsas njuagsE |
nniuepepunp uen(nj ueduap ueESjLBWE]/SNSNYY
%00T 00T %00T 00T %00T Aued 1eyesedsew uenpeduad asejuasiay ueesyuawag elueuesyepa) | 7
nyyes 1edaj
00T %00T WO0T 00T %00T uesemeduad jiseH veiode] sejuaslag
nyejaq
Bueh 1epue)s URBUAP |BNSES UENBUESYE|ID
%00T 00T %001 %00T 00T Bued uesemeBuad asequasiag
ueydejaip yegEl
Fued euedusl Ueuap [BNS3S UENEUBSYE[D
00T %00T %001 %00T 00T Sueh uesemeduad aseuaslag Ld¥d efueuesyepal| T
[T
NYSNYYILIH 139Hv1 Al NYTOAHL HENYTOAIEL H NWVINAIEL | N¥IMAAIHL (R i) YWYLN YIHANI HOLYHIanI TEIATAMNI YREINEA I YTHINIA ON

P I T NOHYL
IVHOEAFASNI . OdHS YINYN

MIdYE NILVANEYH LvHOLATASNT ISYDILSIANT TIA NYEHEHOLENY NYTNAIEL H3d YIINA NIV YD NYHOdY




ETO T TOS00T E2L0L96T "dIM

1 AL BuiqUag

HIN 'HS ‘Wosqy &

uayedngey Jnyyadsuy)

7Z0T Jaqiasag TE 'NeIUEy

TZ0 T EQLBET FOS0S96T dIN
(P 141 eveuay
50675 "snuUn

EApE UBYRULIBWaY semeBuay

AIEM Jeds) nyueiE ] uening /snsmyy

00T 00T 4001 00T 00T umesyliallag |15y uelode] asejuasiad
UEMUSYSY IENSa5 NUaya]
nfueyepunip uen{n} uefuap UBESyllawag SrEngy
26001 2001 22007 00T 0T Aueh jeyesedsew venpefuad asejuasiay UBESYaLIa] BALBUES RPHAY| F
myem jeda]
H00T #00T Y001 00T %e00T uesemeduag |iseH ueiode] sejuasiad
nyejag
Jued Jepuels ueBuap |ensas ueyeURSYE|D
H00T 2001 00T 00T 00T Bueh uesemeduad asejuasiad
uexderaqp ye|@
Bued euesual ueduap [ENsSS UBYEUESYER|IP
00T 3001 %001 3007 3001 dued vesemeduad aseuasiag Ldid ehueuesyepalj T
0L
NYSINYHILIH 1354yl ALNYTINAIEL I NYTINMMIEL I WY INAR L I NYINAVEL () WYL WIMANIY HOLYAION NOIAIANT YN YN LD WREINEE ON

ZE0L:
LVHOLAI4SNIL -

NIMHYL
JdAs WINYN

MIdYL NILYdNAYA LYHOLAIdSNISYDLILSIANT TIM NYEHI QdNZd NYTNMIHL H3d VI TN NYIVAYD NYHOdY




600 T TOOTOZ TTS09L6T "diN
1L epeLag
15 "5 yewebns) any (15

y A
-

UEBLENSY UEP WMWY SEOSIUILU Py Seqnsey
TEOT equiasan TE Nejuey

£00 T FO900Z 9T60586T ‘diN
17 anyeSuag
APIEH JBIpURLS)

uefuenay wep wnu seasiuwpy vedeq je1s

ueduenay |ENEp undiew §isi) yniuag

00T 3007 9001 0T 00T uawinyop disie yejwnf asejuasiad|  weep UREUENSY USWN}Op Yringas ueyseluawnjopusw| g

SEY ueRSjLIIWwad

%00T 36001 3%00T SO0T BO0T BIEIE RYLEY YE[WN| asejuasiag yipouad eiedas sey Bsjuauap |
yeled Jojas ueduepun-Juepuniad ueinjesad

W%O0T 00T 00T 00T 00T ping uep Juajod yng Yepunf asejuasiad ueBuap |ens=s jefed ueiogaiuaiu uRp JnEunwap | 9
jipauad eieaas (g epeday [puoisEuny elesas
ueqemefuniduepad| uegeme[Sundfuepad ueiode| uep ¢4 epRday JENSILIWPE

00T 00T wOot 00T AT uriode] yepunl asejuasiag eleras ueqeme(fundduenad uriode) Enquagy|

nAag

eped 1e1e2p Sued Jeuag uep yieq Sued winwpn sey nyng eped yejexnp eAuyniuegs

00T 0T w001 0T 00T uelgAegad uswnyop Yewnf asejuasiag ynun uesehequiad uswnyop uedeyBuagay prauaw | v
—uw_ﬂ_x u__._._ nm .ﬂd__ EHJ.ELE mm_ﬂ. u_._._.mﬂ ﬂj _“x _..n__.__.m”_ EM_....J_._H .r_um_ﬂ_:.-c.—wi. 1l _-_.m :ﬂ—:?“cﬂr_.. BIED

00T %001 WO0T %00t 00T Hueh ynguig 1eing Yrjwnl asejuasiag ueBuap ML Uep N9 ‘dn Hep uRizARGUIR UBRYEUBSYEAW | £
|@5|EY | Bujuayad 2y Yeised sey JED BUBD UeNDYNOUBERUILLSW Yniun
jueg yajo sasoudip uep ueyiedwesip|  ([Esey queg) yniunip Sued yueq 3y gzds weyiedweduzw

00T 00T 5O0T HO0T WO0T Bueh Ords Yepwnl asejuatiag BJea UeAuap ML uep N9 dn veduniuaw vep ewlsuap | 7
JelRquisp YRIULAL 18NS UBIENGIP Yjun (57 Uep L

aE00T w%O0T 00T 00T 00T ueyigeip Bueh gzds yepunl sseuasiad| NS dn dd§) uRieARquay ueejuwsad Jeing ueynfeBuap | T

ZE0E
MY DNYHI1IA 1394vL Al N TNAMIEL I NSIMAAEL I N INAMHEL | MY INAATEL [rai) v Lo YT I OLTHIaN MYILAHING S THIMIH YA LT TN ON
ZE0L - NHYL
LYHOLHIMSME - OdHS WINYN

Mid¥L MILYdNAYY LyyOLI45N1 NYDNYNIN MyO WNINN ISYELSININGY NYIDYE 4% 15 NYINAVHL H3d YRd3NE Ny dY D NYHOdY




£10 T T00TO0Z 82Z605BET "dIN
| 41 Eeuag
HS ‘tpeAET 1P pRWILYY

ueeueIuaIa4 Feqnsey
ZEOT Jequiasaq [ ‘nesuey

P00 T E06TOZ ETETEEET dIN
epnp E1RUaY
35 "Wiyey pewiweynyy

UBBUEIURIAS UBBeq JEIS

1epUBE]s [BNS3s JEloyadsy)
eliaupy seljigelunye uesode] ueunsniuad Jeiopjadsuy) el1auy SEN|IGEILNYE
W00T %00T uklyeq eAueipasia) asejuasia | uetode| veunsniuad ueyeq efueipasia)| ¥
pliea Sued jeiopadsu| ueyeay euedual 1eioyyadsu| ueleiday euedual
uep eliay weiBosd ueeuesyejad |senjena | uep eliay wesdold yeeuesyejad senjeas
%001 00T 00T F00T Fe00T ELas ueneluewad uByeq asejuasiad|  EL8s Uenejuewad ueyeq eAuelpasial|
jeioyyadsuy aysgam
Ip ueyEueAelp Bueh i gnd jsewoju) 1eloyyadsu) ygnd 1sewou
00T %001 00T Fe00T 22001 U@LUNYOR USIUy Ueyedq asellaslad UaLINAop uaIUoy UBYeq eAuEIpasta| | T
nyem jeds) uesedaue UEJEBAUE BUBILS]
eueIual uep uejeiday eueduad ‘Bliay uep ueleiday eveaual ‘eliay weiBoid
00T 00T 00T wiesgoud ueunsniuad uByeq asejuasiay ueunsniuad ueyeq eAuepasial| T
ZE0E
NYONYYILTA 139491 Al NTINMIHL 1 NI L Il MY L | NYTINAIYL (i) WML YTHINGE HOLYAIONI NaAION] ¥rH AN YL WIHIND OM

NId¥L NILYAMEYA Lyd0LH3dSNI NYYNYINIHId NYIDYE 4715 NYTOAMIEL H3d YTHINI NYIYdYD NYd0dv

£zoe -
LVHOLAIASNIE -

NIMHYL
Od¥s VINYN




E00 ¢ 609T0L ETEMGGT "dIN

ejeuay
di's ‘eueLyy Aney

ISEN|EA] UED B5)|EUY umn_-.__wmx
fT0z Jaquasaq TE ‘nejuey

ZT0 T #0900 L0L0646T dIN
EPNjY BIEUS
J5 "MEMED] BR|

Ly

1senjeaj uep es|jeuy ue|deq jeig

SISeq.ag UBLNYE ] LUESEMEDUS Eliay
wiesdosg ueunsniuad ueunsniuad eliay ueunye] uesemeduay eliay werdoiy
00T 00T sEllay UBLEQ URIpas.alay Aseluasiad ueunsnAuad ueyeq eAueipasiay| £
Uenjuagay
uesemeduad iensas uesemeduad jsey ueiode|
WHOOT 00T 00T 00T 00T peey ueinde) Iseynideya) asejuasiad| Jesgy veunsnduad ueyeq ehueipasial| 7
UESEMEDUSY (1580 uesemeduad
nfue] yepun vesyyeinwad uelode) uep [isEYy Infue) yepu ueligyenuad
00T 00T 00T 00T 00T ueje|Fay UByEY UBRIPaSIaLaY BSEUASIa |uriode ) uep uejei@ay ueyeq eAURIpas A | T
Fdirs
NYONYHILIA 13941 Al NYINAIEL I NYIIALEL [ YT L | NEINMAIEL (M) WYL ¥rHINIA SOLYAIaN] OOIAIONT FraaN VLN YIEINI OM
ZT0L - MMHYL
1VHOLAIASMIE S OdHS VIV

NIdVL NALYANay IvHOLAAdSNIISYIIYAT NYD YSITYNY NYIOYE 4918 NYTNMIEL H3d YTHING NYIYdYD NYHOd




